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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Utara) 
 
Factors that Affect  The Quality of Local Government Financial Report 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman 
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan SIMDA, 
pengimplementasian SPIP dan peran APIP terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah operator 
penyusun laporan keuangan pada seluruh SKPD dan SKPKD pada Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara sebanyak 52 orang. Hasil penelitian: (1) pemahaman 
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara; (2) penggunaan SIMDA berpengaruh 
positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara; (3) pengimplementasian 
SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara; (4) 
peran APIP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu 
Utara; (5) pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, 
penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP dan peran APIP secara simultan 
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. 
 
Kata kunci:kualitas LKPD, pemahaman akuntansi, penggunaan SIMDA, 
pengimplementasian SPIP, peran APIP.  
 
This study aims to examine empirically the effect of accounting understanding of 
HR's financial report's authors, use SIMDA, implementing SPIP and APIP role of 
the quality of financial reports of local government, particularly in Luwu Utarat. 
This research is a quantitative research. This study population is operator 
constituent financial statements at SKPD and SKPD in Luwu Utara District 
Government as many as 52 people. RESULTS: (1) understanding of accounting 
positive effect on the quality of LKPD  Luwu Utara; (2) the use of SIMDA positive 
effect on the quality LKPD Luwu Utara; (3) the implementation of SPIP positive 
effect on the quality LKPD Luwu Utara; (4) the role of APIP no positive effect on 
the quality LKPD Luwu Utara; (5) understanding of human resource accounting 
constituent financial statements, the use SIMDA, SPIP implementation and the 
role of APIP simultaneous positive effect on the quality LKPD Luwu Utara 
 
Keywords:quality of LKPD , understanding of accounting, usage of SIMDA, 
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Kualitas laporan keungan baik laporan keuangan pada sektor privat
maupun sektor publik dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ayres
(1994:27) menyebutkan bahwa sudut pandang yang pertama menyatakan bahwa
kualitas pelaporan keuangan, dalam hal ini pada sektor privat, berhubungan
dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambar dalam laba
perusahaan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi (berkualitas) jika laba tahun
berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan dimasa yang
akan datang (Richardson, 2003:58) atau berasosiasi secara kuat dengan arus
kas operasi di masa yang akan datang (Cohen, 2003:2). Implikasi dari
pandangan tersebut, menunjukkan bahwa fokus pengukuran kualitas pelaporan
keuangan perusahaan tersebut berkaitan dengan sifat-sifat pelaporan keuangan.
Pandangan kedua menyatakan kualitas pelaporan keuangan keuangan
berkaitan dengan kinerja pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbalan,
sehingga muncul hubungan semakin kuat antara laba perusahaan dengan
imbalan yang menunjukkan informasi pelaporan yang tinggi. Hubungan yang
semakin kuat antara laba dengan imbalan pasar menunjukkan informasi
pelaporan keuangan tersebut semakin tinggi (Chan et al. 2004:50). Dengan
demikian kualitas pelaporan keuangan merupakan konstruksi yang dapat
dianalisis dalam dua pandangan yaitu kualitas pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan kas dan laba itu sendiri, dan atau kualitas pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan imbalan saham.
2Penelitian kualitas pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan dua
pendekatan (Chaney et al., 2006:7). Pendekatan pertama adalah penelitian yang
berkaitan dengan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaporan
keuangan yang dihasilkan berkualitas, dan pendekatan kedua sejauh mana
kualitas pelaporan keuangan direspon oleh para pemakai laporan keuangan.
Pendekatan pertama berkaitan dengan kajian faktor-faktor penentu yang
menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Fokus pendekatan ini
berkaitan dengan faktor-faktor internal perusahaan yang terkait dengan faktor
inheren atau faktor intrinsik yang melekat di perusahaan itu sendiri, yang di
berbagai penelitian memberikan istilah dengan faktor spesifik atau karakteristik
perusahaan (firm spesifics or firm characteristics). Faktor-faktor tersebut adalah
faktor-faktor innat dinamis (siklus operasi, volatilitas penjualan), statis (ukuran
perusahaan, umur perusahaan), kinerja perusahaan (proporsi rugi), risiko institusi
(likuiditas, leverage), dan risiko lingkungan (klasifikasi industri). Pendekatan
kedua berkaitan dengan faktor eksternal yang merupakan respons pemakai
informasi pelaporan keuangan yaitu sejauh mana informasi pelaporan keuangan
direspon oleh para pemakai laporan keuangan. Salah satu pemakai utama
laporan keuangan adalah Investor yang baginya ketersediaan informasi yang
ditawarkan diharapkan dapat mengurangi asimetrik informasi (information
asymmetric) (Pagalung, 2006:3).
Laporan keuangan sektor publik memang berbeda objek dan sasaran
dengan laporan keuangan sektor privat. Namun, masih terdapat benang merah
yang jelas antara kedua laporan keuangan tersebut, yaitu kesamaan tuntutan
penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya laporan
keuangan yang berkualitas, salah satunya akan mengurangi adanya asimetris
informasi antara penyusun laporan keuangan dengan pihak stakeholder yakni
3masyarakat. Apabila informasi yang terdapat laporan keuangan pemerintah
memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti
yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yakni relevan, andal, dapat dibandingkan,
dan dapat dipahami, maka pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah mampu
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara.
Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan negara dapat terlihat dari terlahirnya tiga paket undang-
undang. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang–Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pada awal disahkannya undang–undang tersebut, pemerintahan di
Indonesia masih menerapkan sistem akuntansi single entry, yang didapatnya
sejak zaman penjajahan (Monsen, 2002:40) yang dapat dilihat dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA). Namun sejak diterapkannya New Public Management
(NPM) yang menyebutkan bahwa akuntansi memegang peran krusial sebagai
instrumen untuk mendukung sektor publik untuk meningkatkan kinerjanya, maka
mau tak mau sistem akuntansi harus segera diperbaiki.
Undang–Undang yang telah disahkan tersebut kemudian didukung
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual. Peraturan ini
memang belum mencerminkan secara langsung terkait Undang–Undang Nomor
17 Tahun 2003 karena masih menganut basis kas yang dimodifikasikan. Barulah
pada tahun 2010, disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terkait
4Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual yang menggantikan PP
24 Tahun 2005. Dengan dasar peraturan tersebut maka disusunlah laporan
keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Laporan keuangan tersebut kemudian akan diperiksa oleh BPK-RI untuk
dinilai tingkat kewajarannya. Derajat yang paling tinggi akan memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setelah didapatkannya opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), kemudian muncul pertanyaan, faktor-faktor apakah yang
berpengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan
seberapa signifikannya faktor-faktor tersebut dalam kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) khususnya pada Kabupaten Luwu Utara. Beberapa
penelitian sebelumnya, diantaranya yang telah dilakukan oleh Yuliani et al.
(2010) membuktikan bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem
infomasi akutansi keuangan daerah dan peran auditor internal secara simultan
dan parsial bepengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota
Banda Aceh. Hasil penelitian Mahaputra dan Putra (2014) menunjukkan bahwa
variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah,
sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pelaporan
keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Ghifari (2016)
juga telah melakukan penelitian pada laporan keuangan kementerian/lembaga
yang menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi dari SDM penyusun
laporan keuangan, penggunaan sistem informasi aplikasi laporan keuangan dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI bepengaruh positif dan
signifikan pada opini dan peningkatan kualiatas laporan keuangan Kementerian
Keuangan. Sedangkan peran auditor internal tidak bepengaruh positif dan
signifikan terhadap opini dan peningkatan kualitas laporan keuangan
5Kementerian Keuangan. Namun keempat faktor tersebut secara simultan
bepengaruh positif dan signifikan terhadap opini dan peningkatan kualitas
laporan keuangan Kementerian Keuangan. Selain itu, Nurillah dan Muid (2014)
membuktikan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi
informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan terkait faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun belum ada penelitian
yang meneliti pengaruh dari pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan
keuangan, penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP serta peran APIP
secara simultan dan parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, khususnya LKPD Kabupaten Luwu Utara yang telah mendapat tiga
tahun berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Hal ini
menimbulkan adanya celah penelitian (research gap) sehingga mendorong
peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi
kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. Dengan menggunakan data kuesioner
yang akan diberikan kepada operator penyusun laporan keuangan yang ada
pada seluruh SKPD di Kabupaten Luwu Utara, maka diharapkan dapat diketahui
faktor apa saja yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD.
Sekaligus dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran masukan
terkait usaha yang dapat dilakukan, khususnya bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara, dan bagi pemerintah daerah lain yang akan menyajikan
LKPDnya agar menjadi berkualitas.
Teori stewardship pada prinsipnya memposisikan manajemen sebagai
stewards yang bekerja bagi kepentingan organisasi dan memiliki tujuan sesuai
dengan tujuan organisasi serta principals yang menghindari risiko (Podrug,
62011:417). Dengan asumsi dasar tersebut maka manajemen, dalam hal ini
pemerintah daerah, selaku steward, akan memberikan yang terbaik bagi
principal, salah satunya adalah laporan keuangan yang berkualitas.
Mahsun (2006:70) menyebutkan bahwa dalam teori akuntabilitas,
terdapat kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi
amanah (principal). Pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti
sekarang ini, diharapkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk bisa
berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan
harapan publik. Salah satunya dengan membuat pelaporan yang dan
pengungkapan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan
mempertimbangkan faktor-faktor yang akan memengaruhi kualitas LKPDnya.
Faktor pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan
diperhatikan karena awal mula tersedianya laporan keuangan berasal dari
operator penyusun laporan keuangan. Faktor penggunaan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) erat kaitannya dengan keandalan dan keakuratan
data dan informasi laporan keuangan. Faktor pengimplementasian Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh untuk memberikan
keyakinan yang wajar dan memadai terkait tindak pengendalian atas risiko terkait
penyajian laporan keuangan yang tidak andal. Dan faktor peran Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dihubungkan pada tugas dan wewenang
APIP dalam melakukan tugas asistensi / pendampingan dan reviu dalam
penyusunan laporan keuangan. Dari keempat faktor tadi, akan dianalisis
pengaruhnya terhadap kualitas LKPD, khususnya pada LKPD Kabupaten Luwu
Utara. Atas dasar tesebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul
7“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Utara)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka
permasalahan yang akan dijawab dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Apakah pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan
bepengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah penggunaan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara?
3. Apakah pengimplementasian SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas
LKPD Kabupaten Luwu Utara?
4. Apakah APIP bepengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu
Utara?
5. Apakah pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan,
penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP secara
simultan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu
Utara?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh.
1. Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan terhadap
kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.
2. Penggunaan SIMDA terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.
3. Pengimplentasian SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.
4. Peran APIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.
85. Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP secara simultan
terhadap kualitas LKPD kabupaten Luwu Utara.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada para pihak
berikut.
1. Para akademisi, sebagai tambahan kajian keilmuan terkait faktor-faktor yang
memengaruhi kualitas LKPD.
2. Para peneliti berikutnya, sebagai referensi untuk meneliti topik yang
berkaitan dengan kualitas LKPD.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD-nya. Serta
sebagai masukan bagi pemerintah daerah lain yang akan mencapai opini WTP
dan dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD-nya.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini merujuk pada Pedoman Penelitian Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang terdiri atas lima bab.
BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini,
serta sistematika penulisan.
BAB II Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel,
ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, ringkasan
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
9BAB III merupakan bab metode penelitian yang meliputi gambaran umum objek
penelitian, alasan pemilihan objek, dan populasi penelitian. Dalam bab
ini akan diuraikan pula terkait jenis dan sumber data, populasi
penelitian, serta pemaparan variabel definisi operasional variabel
penelitian. Selain itu dalam ini dipaparkan pula terkait pengujian data
penelitian yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji
hipotesis.
BAB IV merupakan hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan
dan pembahasannya secara kronologis dan sistematis sesuai dengan
perumusan masalah serta tujuan penelitian. Pembahasan dimulai
dengan mendeskripsikan data responden penelitian, kemudian data
penelitian dideskripsikan berdasar variabel penelitian yang telah
ditetapkan. Dalam bab ini, dijelaskan juga hasil uji validitas, uji
reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang dilakukan terhadap
data penelitian. Hasil uji hipotesis kemudian diinterpretasikan sebagai
gambaran hasil penelitian.
BAB V merupakan bab penutup yang meliputi simpulan peneliti terhadap hasil
analisis temuan penelitian dan memberikan saran yang berhubungan





2.1 Tinjauan Teori dan Konsep
2.1.1 Teori Stewardship
Teoristewardship diperkenalkan sebagai teori yang didasarkan pada
tingkah laku dan premis (Donaldson dan Davis, 1989,1991). Teori ini
didefinisikan sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan
pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori stewardship
mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi
di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik.
Dalam teori stewardshipini manajer akan berperilaku sesuai kepentingan
bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan
berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut didasarkan pada
pemahaman bahwa steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku
sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena
pandangan steward yang lebih mementingkan pencapaian tujuan organisasi.
Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara
kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan memaksimalkan
dan menjaga kekayaan orgaisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi
utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari teori ini adalah manajer meluruskan
tujuan sesuai dengan keinginan pemilik namun tetap memiliki kebutuhan hidup.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam teori stewardship ini, manajer akan
cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi
dibandingkan dengan mementingkan tujuannya sendiri. Maksimilasi utilitas
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kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang
ada dalam kelompok organisasi tersebut.
Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi
sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan
Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan
Wilson 2010). Dalam organisasi pemerintahan, manajemen pemerintah dituntut
untuk memberikan pelayanan (sebagai steward) bagi prinsipalnya. Pada awal
perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk
memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewardsdenganprincipals.
Kondisisemakinkompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas
pada organisasi sektor publik. Principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri
fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada
masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata.
Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals)
mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain yang lebih
mampu dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar
kepercayaan dan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi,
menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu model yang sesuai pada kasus organisasi
sektor publik adalah stewardshiptheory.
Teori stewardshipyang sering pula disebut sebagai teori pengelolaan




Asumsi Dasar Teori Stewardship
Manager as Stewards
Approach To Governance Sociological and Psychological
Model of human behaviour Collectivistic,pro-
organizational,
Trustworthy
Managers Motivated by Principal objectives
Manager-Principal Interest Covergence
Structures That Facilitate and Empower
Owners Attitude Risk-Propensity
The Principal-Manager Relantionship Relly
on
Trust
Sumber : Podrug, N (2011:406)
Menurut Podrug (2011:406), beberapa pertimbangan penggunaan Teori
stewardship dalam penelitian ini diantaranya :
1. teori stewardship memandang bahwa pemerintah, termasuk di dalamnya
pemerintah daerah, sebagai steward, yang akan bertindak sesuai dengan
kesadarannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga akan menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan pengguna informasi
keuangan pemerintah. “Steward pada organisasi pemerintahan sadar bahwa
pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah menjadi ukuran kinerja dari
organisasi sektor pemerintahan (Morgan et al., 1996).” Implikasi pada
penelitian ini adalah pemerintah daerah akan menyusun dan menyajikan
laporan keuangannya sebaik dan seberkualitas mungkin untuk memenuhi
kebutuhan pengguna informasi pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan
oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan pemahaman
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan  sistem
teknologi informasi, pengimplementasian SPIP serta memaksimalkan peran
auditor internal (APIP);
2. teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar psikologi
dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi
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“manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak
sesuai dengan keinginan principal dan organisasi (Stevenson, 2002; Davis
et.al., 1997).” Implikasinya pada penelitian ini adalah pemerintah daerah
memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk kepentingan
ekonomi tetapi juga pertimbangan sosiologis serta psikologis masyarakat
guna mencapai good governance yang tecermin pada semakin
berkualitasnya laporan keuangan yang dihasilkan, salah satunya dengan
penggunaan SIMDA. Penggunaan sistem teknologi informasi ditujukan untuk
mempermudah, mempercepat dan menjaga keandalan informasi yang
nantinya akan digunakan oleh stakeholders;
3. Model of man pada stewardship theory didasarkan pada steward (pelayan)
yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama dengan
utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Kepentingan antara
steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap akan menjunjung
tingginilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang
lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap
tindakan rasional yang dapat diterima. Implikasi pada penelitian ini bahwa
manajemen dan juga auditor internal pemerintah (APIP) bekerja bersama
dalam menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah yang dihasilkan;
4. teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi para
pimpinan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan
pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi sehingga steward
(manajemen) bertindak sesuai keinginan prinsipal. Implikasi pada penelitian
ini, steward (yang terdiri dari manajemen dan APIP) tidak memiliki tujuan
individu dan meyakini bahwa dengan menjalankan tujuan prinsipal,maka
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tujuannya sebagai steward juga akan tercapai. Salah satunya adalah dengan
menyediakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai keinginan prinsipal
maka selain memuaskan prinsipal, dari sisi steward juga akan merasa puas
karena telah melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
5. teori stewardship mengasumsikan bahwa kepentingan legislatif dan principal
adalah kovergensi artinya keduanya mempunyai tujuan yang sama menuju
satu titik yaitu untuk kepentingan organisasi. Pada penelitian ini, manajemen
(dalam hal ini tekait peningkatan pemahaman SDM, penggunaan SIMDA
dan pengimplementasian SPIP) dan APIP percaya bahwa konvergensi
kepetingan akan memperoleh utilitas yang lebih tinggi daipada divergensi,
yaitu dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
6. teori stewardship menggunakan struktur yang memfasilitasi dan
memberdayakan. Implikasi pada penelitian ini adalah dengan adanya
variabel pengimplementasian SPIP, penggunaan SIMDA, pemahaman
akuntansi atas SDM penyusun laporan keuangan serta peran APIP akan
memfasilitasi dan memberdayakan dengan efektif sehingga kualitas laporan
keuangan dapat terjaga;
7. teori stewardship cenderung mempertimbangkan risiko. Implikasi pada
penelitian ini akan dipertimbangkan terkait risiko-risiko yang mungkin akan
dihadapi dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Risiko pada konteks penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
adalah adanya salah saji dalam pos-pos laporan keuangan. Faktor tersebut
dapat berasal dari kurang pahamnya SDM penyusun laporan keuangan akan
akuntansi. Menurut Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB (2011:7),
“SDM merupakan unsur terpenting dari suatu sistem.” Terlebih pada laporan
keuangan pemerintah daerah yang sangat berhubungan dengan akuntansi.
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Oleh karena itu, steward akan memperhatikan faktor pemahaman akuntansi
dari SDM penyusun laporan keuangan karena akan berpengaruh pada
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikannya. Selain itu
dengan penggunaan SIMDA diharapkan akan mengurangi risiko akan
manfaat laporan keuangan, diantaranya risiko salah jumlah. Selain itu,
dengan pengimplementasian SPIP diharapkan dapat mengurangi risiko-
risiko dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan peran
APIP dalam pendampingan dan mereviu LKPD diharapkan juga mampu
mengurangi risiko penyajian LKPD yang tidak berkualitas;
8. stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia
yakni manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan
penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.
Stewardship theory memandang manajemen sebagai institusi yang dapat
dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan
principals maupun organisasi. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian
ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu
lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan
publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat
pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga
tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat
tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut
maka stewards mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam




Menurut Mahsun (2006:82) “pemerintahan yang baik harus memiliki
akuntabilitas kinerja yang baik.” Akuntabilitas dalam sektor publik terdiri dari.
1. Akuntabilitas kinerja.
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan
konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi
pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik
pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam
rangka pemenuhan hak-hak publik.
Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi,
pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam
sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah,
para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran
ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan
standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh
karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal
dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas
harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang
bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja,
responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi
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akuntabilitas dalam arti luas ini menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah
tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai
komando institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum,
lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan banyak stakeholders lain.
Jadi, penerapan akuntabilitas ini, di samping berhubungan dengan penggunaan
kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan
kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal
dan (2)akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban
horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
2. Akuntabilitas dengan responsibilitas.
Menurut Donaldson et al.(1991), bahwa “konsep akuntabilitas ini sering
dipahami dalam dua pengertian, (1) berkaitan dengan virtually interchangeable
(dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya), dan (2) berkaitan dengan
closely related (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup).” Sementara
itu, responsibilitas mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya
kebebasan untuk bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan
perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang. Menurut
Mahsun (2006:84) bahwa ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang




d. process accountability; dan
e. outcome accountability.
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3. Akuntabilitas dan stewardship
Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan stewardship yaitu
keduanya merupakan pertanggungjawaban. Sebenarnya, akuntabilitas
merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada
pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani
kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada
pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi
tanggung jawab dengan kewajibanmembuat pelaporan dan pengungkapan
secara jelas.
4. Dimensi akuntabilitas.
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan
hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah
perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja
lembaga sektor publik.Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi
sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Mardiasmo (2002:21)
menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi
sektor publik, yaitu.
“1. Akutabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for
Probityand Legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum
terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik
dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi
melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah
biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas
proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up
dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber
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inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan
publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan
akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses
tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati
dalam kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara
fair melalui Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan
melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan
apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil
yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan
masyarakat luas.”
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitianmengenai variabel independen penelitian terhadap kualitas
laporan keuangan suatuentitaspemerintahan telah banyak dilakukan. Terdapat
juga beberapapenelitianterdahuluyangmemilikikesamaanparsialvariabel bebas
dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah:
1. Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan
Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPA
Pemerintah Aceh) oleh Yusniyar, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2016).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan dan
pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh
terhadap good governance. Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian
intern dan good governance baik secara simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada
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Pemerintah Kota Banda Aceh) oleh Safrida Yuliani, Nadirsyah,danUsman
Bakar (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman
akuntansi,pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran
internal audit secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun demikian,
pengaruh variabel lain (yang tidak diteliti) terhadap kualitas laporan
keuangan daerah masih lebih besar daripada variabel bebas yang diteliti.
3. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh I Putu
Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014). Penelitian tersebut
berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan
daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi
akuntansi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Gianyar.
4. As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) melakukan penelitian dengan judul
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD), PemanfaatanTeknologi Informasi, dan Sistem
Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAK, pemanfaatan
teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Umar Kholifa Al Ghifari (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Opini Wajar Tanpa
21
Pengecualian (WTP) Pada Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga
(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi dari SDM
penyusun laporan keuangan, penggunaan sistem informasi aplikasi laporan
keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
bepengaruh positif dan signifikan pada opini dan peningkatan kualitas lapoan
keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan peran auditor internal tidak
bepengaruh positif dan signifikan terhadap opini dan peningkatan kualitas
laporan keuangan Kementerian Keuangan. Namun keempat faktor tersebut
secara simultan bepengaruh positif dan signifikan terhadap opini dan
peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan.
6. Tuti Herawati (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada
Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Penelitian ini membuktikan
bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini mengadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ghifari
(2016). Namun pada penelitian ini tidak menggunakan variabel pelaksanaan
tindak lanjut atas pemeriksaan BPK sebagai variabel bebasnya. Dalam penelitian
ini menggunakan variabel bebas pengimplementasian SPIP yang dikembangkan
oleh Nurillah dan Muid (2014).
2.3 Kerangka Pemikiran
2.3.1 Karakteristik kualitatif laporan keuangan
Governmental  Accounting  Standard  Board (1999)  dalam Concepts
Statement No.1 tentang Objectives  of  Financial  Reporting menyatakan  bahwa
“akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan.”
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Pengelolaan keuangan  pemerintah  daerah  harus  dilakukan  berdasarkan  tata
kelola kepemerintahan  yang  baik  (good  governance  government),  yaitu
pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang
memungkinkan para  pemakai  laporan  keuangan  untuk  dapat  mengakses
informasi  tentang  hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
Iatridis (2010:201) menunjukkan bahwa “laporan keuangan pemerintah
daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan
memenuhi peraturan atau standar akuntansi keuangan.” “Kriteria pengukuran
kualitas harus memenuhi penilaian yang komprehensif dari kualitas informasi
laporan keuangan (FASB, 2010).” Haliah (2013:26) menyatakan bahwa “kualitas
informasi laporan keuangan harus memenuhi kriteria dari sisi pengguna maupun
penyusun.” Dan hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Van Beest et al.(2009) dan Jonas serta Blanchet (2000). Kedua
penelitian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan yang dinyatakan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) (1994:9). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa
“karakteristik kualitatif merupakan alat ukur yang valid dan andal untuk menilai
kualitas informasi laporan keuangan.” Dan hal ini sejalan dengan pernyataan IAI
(1994:9) yang menyatakan bahwa “karakteristik kualitatif laporan keuangan
merupakan ciri dari informasi dalam laporan keuangan yang dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan (Haliah, 2013:26).”
Kieso et. al. (2013:45) menyatakan bahwa :
“The FASB identified the qualitative characteristics of accounting information
that distinguish better (more useful) information from inferior (less useful)
information for decision-making purposes”
Karakteristik kualitatif dalam Kieso et. al. (2013:46) terbagi menjadi fundamental
qualities yang terdiri dari relevance dan faithful representation. Relevance
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diartikan sebagai kemampuan informasi akuntansi untuk membuat keputusan
akuntansi yang berbeda. Unsur relevance ini dijabarkan menjadi predictive value,
confirmatory value, dan materiality. Sedangkan faithful representation
maksudnya informasi keuangan harus merepresentasikan secara tepat
fenomena yang akan direpresentasikan. Unsur faithful representation ini
dijabarkan menjadi tiga, yaitu completeness, neutrality, dan free from error. IAI
(2016:18) menyatakan bahwa :
“Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi
tepat. Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam
keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu
membuat perbedaan dalam keputusan jika sebagian pengguna memilih
untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah
menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Informasi keuangan yang
relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh
pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam
keputusan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil
keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut
dari sumber lainnya.....selain merepresentasikan fenomena yang relevan,
informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena
yang akan direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat
dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan
bebas dari kesalahan.”
Kriteria-kriteria di atas akan lebih ditingkatkan dengan adanya karakteristik
kualitatif peningkat (IAI, 2016:21). “Karakteristik kualitatif peningkat tersebut
adalah keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman
(IAI, 2016).”
Indonesia mengadopsi pengertian-pengertian tersebut ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang menguraikan pengertian karakteristik kualitatif laporan
keuangan adalah sebagai berikut:
“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif
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(c) Dapat dibandingkan; dan
(d) Dapat dipahami.”
Unsur yang pertama, informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki
umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan
lengkap sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Laporan
keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya
dapat mempengaruhi keputusan pengguna.
Unsur kedua, informasi yang andal dalam laporan keuangan adalah
informasi yang bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta, dan dapat
diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik jujur, dapat diverifikasi
dan netral. Unsur ketiga adalah informasi dapat dibandingkan, yaitu ketika
informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode atau
dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis. Terakhir, informasi dapat
dipahami, yaitu ketika laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan.
Selain karakteristik kualitatif laporan keuangan, kewajaran informasi
keuangan dapat dinilai dari opini hasil pemeriksaan oleh BPK-RI. Dalam
pemeriksaan laporan keuangan, BPK-RI akan menguji informasi keuangan
terperiksa dengan beberapa asersi, yaitu keberadaan dan keterjadian,
kelengkapan, hak dan kewajiban, alokasi dan penilaian, penyajian dan
pengungkapan, dan ketaatan.
Simpulan dari hasil pemeriksaan yang dalam bahasa auditor disebut
sebagai opini oleh Mulyadi (2002:20-22) dibagi menjadi lima yaitu.
1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
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2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas
(UnqualifiedOpinion with Explanatory Language).
3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion).
4) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion).
5) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).
2.3.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas LKPD
2.3.2.1 Pemahaman akuntansi dari SDM Penyusun Laporan Keuangan
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam suatu
sistem. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB (2011:7) mengungkapkan
bahwa :
“Sistem dan struktur organisasi yang baik tidaklah cukup untuk merespon
berbagai permintaan dan menyediakan pelayanan yang berkualitas serta
memenuhi berbagai kepentingan stakeholders dari organisasi. Dengan kata
lain, SDM yang berkualitas adalah suatu prasyarat dari kinerja organisasi
yang optimal.”
Reformasi pengelolaan keuangan negara perlu didukung dengan SDM
yang memiliki komitmen yang tinggi dan berkompetensi di bidangnya. Menurut
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB (2011:10):
“Implikasi perubahan yang diperkenalkan melalui reformasi adalah
diperlukannya pegawai atau SDM yang memiliki wawasan baru,
pengetahuan dan keterampilan yang baru, termasuk sikap mental (mental
attitude) diiringi dengan pola pikir baru untuk beradaptasi terhadap
perubahan struktur dan mekanisme kinerja organisasi. Terkait dengan itu,
juga diperlukan orientasi kepemimpinan yang baru yang lebih bersifat
partisipatif untuk mendorong kreativitas, inovasi SDM yang diperlukan
dalam merespon berbagai dinamika reformasi itu sendiri.”
Perbaikan SDM sudah pasti menjadi tuntutan dari reformasi pengelolaan
keuangan negara. Hal ini berarti tanpa adanya pengembangan kapasitas SDM
maka tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara tidak akan tercapai.
Pemahaman akuntansi tidak hanya sekadar mampu menyusun laporan
keuangan, namun juga harus memahami prinsip pengakuan, pengukuran,
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pengungkapan, dan penyajian suatu transaksi keuangan. Pemahaman terhadap
SAP akan memudahkan penyusun laporan keuangan dalam menganalisis suatu
transaksi dan memasukkannya dalam jurnal akuntansi hingga menjadi laporan
keuangan. Dengan ini diharapkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pun
akan meningkat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan
pendidikan dan latihan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
akrual.
2.3.2.2 Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Penggunaan sistem informasi berbasis komputer merupakan hal yang
lazim dalam membantu memenuhi kebutuhan pengguna. Hall (2013:7)
menyatakan bahwa:
“sistem informasi adalah bagian dari prosedur formal mulai dari data
dikumpulkan dan diproses menjadi informasi kemudian didistribusikan
kepada pengguna”.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem informasi merupakan kombinasi
antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang
diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem
informasi diharapkan mampu memudahkan pengguna mencapai tujuannya.
McLeod (2011:12) mengungkapkan bahwa “output informasi yang dihasilkan
akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil keputusan guna
menyelesaikan masalah perusahaan.”
Menurut Wongsim (2013:11) dalam jurnalnya mengatakan bahwa:
“The results of the empirical research show that the relationships between
quality of Accounting Information System (AIS) adoption and influence
factors are significantly influenced by technology factors.”
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Hal tersebut menguatkan pendapat bahwa penggunaan sistem informasi yang
andal dan mengikuti perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini telah
mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang
dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sejak 2010. SIMDA yang diimplentasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara meliputi SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD).
SIMDA Keuangan digunakan dalam rangka penatausahaan keuangan yang
dimulai dari penyusunan anggaran sampai menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Laporan yang dihasilkan dari SIMDA keuangan mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan SIMDA
BMD khusus digunakan dalam penatausahaan aset-aset tetap milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2.3.2.3 Pengimplementasian SPIP
Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (2013:2) adalah:
“A process, effected by an entity’s board of directors, management, and
other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the
achievement of objectives relating to operations, reporting,and compliance.”
Menurut Mulyadi (2002:182) terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas
pengendalian internal suatu organisasi, diantaranya adalah.
a. Manajemen.
b. Dewan komisaris dan Komite Audit.
c. Auditor Intern.
d. Personal lain entitas.
e. Auditor Independen.
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Menurut Rai (2010:283) menyatakan :
“Sistem  pengendalian  intern adalah  kebijakan  dan  prosedur  yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai  bagi  manajemen
bahwa  organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.”
Arens (2008:370) menyebutkan bahwa “jika pengendalian internal tersebut
terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang
dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-
undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.”
Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et. al. (2005:226) salah
satunya adalah “untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.” Suatu
sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik
apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut Warren
et. al. (2005:227) “pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar terkait
aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, informasi bisnis
akurat, serta karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan.”
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa :
“Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
yang kemudian disingkat menjadi SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat
maupun daerah.”
Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri Nomor
4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Daerah Pasal 1 (10) adalah :
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“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai
dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terahadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan
daerah.”
Kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik atau
buruknya implementasi SPIP dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem
pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem
Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai
negara, yang meliputi.
1. Lingkungan pengendalian. “Lingkungan pengendalian menggambarkan
keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan
personel organisasi mengenai pengendalian (Bastian, 2011:11).”
2. Penilaian risiko. Menurut Bastian (2011:12), “untuk tujuan pelaporan
keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas
yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum.”
3. Kegiatan pengendalian. Menurut Bastian (2011:12), “aktivitas pengendalian
adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan
petunjuk yang dibuat oleh manajemen.”
4. Informasi dan komunikasi. “Kebijakan dan prosedur pengendalian yang
berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan
dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan
manajemen dalam laporan keuangan (Bastian, 2011:12).”
5. Pemantauan. “Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian
internal sepanjang waktu (Bastian, 2011:13).”
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2.3.2.4 Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Di Indonesia, auditor internal pemerintah dikenal sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47 Ayat 2 (a)
menyatakan bahwa, aparat pengawasan intern pemerintah merupakan aparat
yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Aparat
pengawasan intern pemerintah menurut Pasal 48 ayat 2 peraturan pemerintah
tersebut melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern
pemerintah terdiri atas:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern;
3. inspektorat provinsi; dan
4. inspektorat kabupaten/kota.
Wewenang dan komponen aparat pengawasan intern pemerintah yaitu.
1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian
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negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
3. Inspektorat provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah provinsi yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi.
4. Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 11 menyebutkan bahwa perwujudan
peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-
kurangnya harus:
1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 11 tersebut dapat dilihat bahwa auditor internal pemerintah
memainkan tiga peran sekaligus, yaitu pemberian keyakinan yang memadai
(quality assurance), pemberian peringatan dini (early warning system), dan
pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola (consulting).
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Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan
yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance). Auditor
internal pemerintah juga diharapkan juga memberikan nilai tambah berupa
rekomendasi yang berguna bagi perbaikan kinerja organisasi.
Untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor yang memengaruhi kualitas
LKPD Kabupaten Luwu Utara, kerangka pemikiran penelitian ini dirumuskan
seperti tampak pada gambar 2.1 berikut ini.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Variabel bebas dalam penelitian ini akan diuji terkait hubungan terhadap
variabel terikatnya. Pengujian dilakukan untuk mengetahui hubungan
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP terhadap kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara baik secara simultan maupun secara parsial.
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2.4 Hipotesis
Dalam teori stewardship ini manajer akan berperilaku sesuai kepentingan
bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan
berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal tersebut didasarkan karena
steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik
merupakan pertimbangan yang rasional karena pandangan steward yang lebih
mementingkan pencapaian tujuan organisasi. Pada awal perkembangannya,
akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan
informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Kondisi semakin
kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi
sektor publik. Principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi
pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan
fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Berbagai
keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan
pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu dan
siap.
Steward, setelah mendapat limpahan wewenang dari principal, memiliki
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya. Salah
satu cara yang dapat dilakukan oleh steward untuk membuktikan kepada
principal bahwa ia telah melakukan tanggung jawabnya dengan seakuntabel
mungkin adalah dengan menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Semakin
berkualitas laporan keuangan tersebut, maka akan semakin bermanfaat laporan
tersebut bagi principal. Begitu pula Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
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2.4.1 Pemahaman Akuntansi dari SDM Penyusun laporan Keuangan
Stewardship theory memandang bahwa pemerintah, dalam hal ini
pemerintah daerah, sebagai “stewards/penatalayanan”, akan bertindak dengan
penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah
daerah bertindak sebagai stewards akan menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara
langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam menyajikan laporan
keuangan, diperlukan pemahaman dan pengetahuan terkait akuntansi. Oleh
karena itu, sejalan dengan teori stewardship, maka manajemen (dalam hal ini
pemerintah daerah) akan meningkatkan kemampuan dan pemahaman akuntansi
bagi para operator penyusun laporan keuangannya. Dari usaha ini diharapkan
dapat dihasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas.
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal ini berarti
pihak manajemen, dalam hal ini pemerintah daerah, harus menggunakan
Sumber Daya Manusia (SDM) terbaiknya untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB (2011:17) mengungkapkan
bahwa “diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas demi
pencapain tujuan yang optimal.” Reformasi pengelolaan keuangan negara perlu
didukung dengan SDM yang memiliki komitmen yang tinggi dan berkompetensi di
bidangnya. Hal ini berarti tanpa adanya pengembangan kapasitas SDM maka
tujuan reformasi pengelolaan keuangan negara tidak akan tercapai.
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Nurillah dan Muid (2014) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa
kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan atas
kualitas laporan keuangan. Ghifari (2016) juga melakukan penelitian dengan
hasil yang juga membuktikan bahwa variabel pemahaman akuntansi
berpengaruh positif dan signifikan atas pencapaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan berpengaruh
terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut.
H1. Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan
berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.
2.4.2 Pengaruh Penggunaan SIMDA
Teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar
psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji
situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak
sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. Dalam memberikan
pelayanannya, bukan hanya untuk mencapai kepentingan ekonomi tetapi juga
pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai good
governance. Salah satu cara mencapai terwujudnya good governance, usaha
yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
Dan salah satu sistem informasi yang digunakan di lingkup pemeintah daerah
adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
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kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun
daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan
hak-hak publik. Namun sebelum informasi tersebut sampai ke publik, diperlukan
suatu sistem informasi yang baik dan andal sehingga informasi yang dihasilkan
berkualitas.
Penggunaan sistem informasi berbasis komputer merupakan hal yang
lazim dalam membantu memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem informasi
diharapkan mampu memudahkan pengguna mencapai tujuannya. McLeod
(2011:12) mengungkapkan bahwa “output informasi yang dihasilkan akan
digunakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil keputusan guna
menyelesaikan masalah perusahaan.”
Ghifari (2016) melakukan penelitian dengan hasil yang membuktikan
bahwa variabel penggunaan sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan
atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga. Yuliani et al. (2010) juga telah melakukan
penelitian yang menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem akuntansi
keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah
Kota Banda Aceh. Nurillah dan Muid (2014) melakukan penelitian yang
menunjukkan bahwa  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) baik SIMDA Keuangan maupun
SIMDA BMD, berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
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H2. Penggunaan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara.
2.4.3 Pengaruh Pengimplementasian SPIP
Teori stewardship menyatakan manajemen, dalam hal ini pemerintah
daerah, sebagai steward dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan
mengefektifkan pengendalian intern untuk kepentingan organisasi. Hal tersebut
sesuai dengan pemahamanan awal bahwa tujuan pengendalian intern sejalan
dengan tujuan organisasi. Salah satunya adalah efisiensi dan efektivitas kegiatan
organisasi. Semakin tinggi kemampuan manajemen (pemerintah daerah beserta
APIP) sebagai steward menjalankan fungsinya akan semakin meningkatkan
efektivitas pengendalian intern sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan
konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi
pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Untuk menjaga agar
fungsi dan kinerja pemerintah tetap di “jalannya”, maka diperlukan suatu sistem
pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait hal
tersebut.
Arens (2008:370) menyebutkan bahwa “jika pengendalian internal
tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan
yang dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-
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undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.”
Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et al. (2005:227) salah
satunya adalah “untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.” Suatu
sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik
apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Yusniyar et al. (2016) melakukan penelitian dengan hasil yang
menunjukkan bahwa pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Mahaputra dan Putra (2014)
juga telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel sistem
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi
akuntansi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Gianyar. Nurillah dan Muid (2014) juga menunjukkan bahwa SPIP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut.
H3. Pengimplementasian SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas
LKPD Kabupaten Luwu Utara.
2.4.4. Pengaruh Peran APIP
Asumsi filosofis teori stewardship mengenai sifat manusia yakni
kepercayaan (trust). Asumsi tersebut menyatakan bahwa manusia pada
hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab,
serta memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Hal tersebut sejalan
dengan auditor internal. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang
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mensyaratkan adanya kepercayaan, penuh tanggung jawab, integritas dan
kejujuran terhadap pihak lain.
Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Auditor internal pemerintah di Indonesia dikenal sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47 Ayat 2 (a)
menyatakan bahwa, aparat pengawasan intern pemerintah merupakan aparat
yang melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Aparat
pengawasan intern pemerintah menurut Pasal 48 ayat 2 peraturan pemerintah
tersebut melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani et. al. (2010) menunjukkan bahwa
variabel peran internal audit secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Ghifari (2016)
melakukan penelitian yang menunjukan bahwa peranan auditor internal
berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan Kementerian Keuangan.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
peran APIP berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
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H.4 Peran APIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten
Luwu Utara.
2.4.5 Pengaruh Secara Simultan Pemahaman Akuntansi dari SDM
Penyusun LKPD, Penggunaan SIMDA, Pengimplementasian SPIP, dan
Peran APIP
Penelitian yang dilakukan oleh Yusniyar et. al.(2016) menunjukkan bahwa
sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan
maupun parsial berpengaruh terhadap good governance. Sistem akuntansi
pemerintahan, pengendalian intern dan good governance baik secara simultan
maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain
dilakukan oleh Yuliani et al. (2010) menunjukkan bahwa variabel pemahaman
akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal
audit secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Ghifari (2016) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang
menunjukan bahwa pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi
aplikasi laporan keuangan, peranan auditor internal dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan berpengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan
terhadap pencapaian opini WTP dan peningkatan kualitas laporan keuangan
Kementerian Keuangan.
Dari tinjauan pustaka dan bukti empiris di atas, dapat diprediksi bahwa
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP,dan peran APIP secara simultan berpengaruh
terhadap kualitas LKPD. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut.
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H.5 Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan,
penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP
secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan





Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research)
yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel
independen dengan variabel dependen melalui pengajuan hipotesis yang telah
dirumuskan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent
variable) dan variabel terikat (dependent variable). Sesuai dengan yang telah
diuraikan dalam rumusan masalah, maka variabel pemahaman akuntansi dari
SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan SIMDA, pengimplementasian
SPIP, dan peran APIP menjadi variabel bebas, sedangkan kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara menjadi variabel terikat.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris adanya
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan
kuesioner yang didistribusikan kepada penyusun laporan keuangan dari masing-
masing SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan tim
penyusun LKPD kabupaten Luwu Utara pada DPPKAD selaku SKPKD.
3.2 Objek / Lokasi Penelitian
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dipilih menjadi objek
penelitian dengan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-
turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya dimulai dari tahun
anggaran 2013 hingga tahun anggaran 2015. Selain itu, Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara telah menggunakan SIMDA efektif sejak tahun 2010 dan
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telah mengimplementasikan SPIP dalam pelaksaan kegiatan pemerintahannya.
Dan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Luwu Utara telah diadampingi oleh APIP.
3.3 Populasi
Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan populasi yaitu operator
penyusun laporan keuangan pada seluruh SKPD pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara sebanyak 48 SKPD. Jumlah operator penyusun laporan
keuangan sebanyak jumlah SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara ditambah 4 personil pada DPPKAD selaku penyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Apabila dijumlahkan maka operator
penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
berjumlah 52 orang.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data kuantitatif.
Data ini berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan respoden atas
pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada kuesioner. Dalam pemberian skor,
peneliti menggunakan Linkert Scale.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada operator
penyusun laporan keuangan pada seluruh SKPD pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara. Dari kuesioner yang disebar diperoleh kembali 52
kuesioner yang kembali dan akan digunakan sebagai data yang akan kemudian
diolah dengan pengujian statistik.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah
tinjauan lapangan (field research) dengan memperoleh data langsung di
lapangan melalui kuesioner.
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan
variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi pemahaman
akuntansi dari SDM penyusun LKPD Kabupaten Luwu Utara, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP. Sedangkan kualitas laporan
keuangan merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.
3.6.2 Definisi Operasional
Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas apa yang dimaksud
dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, penulis merumuskan definisi
operasional, sebagai berikut.
3.6.2.1 Variabel kualitas LKPD
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
dinilai berdasarkan beberapa kriteria dan karakteristik kualitatif laporan
keuangan menurut PP 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan
keuangan memiliki indikator antara lain, relevan, andal, mudah dipahami, dan
dapat dibandingkan. Ghifari (2016) menggunakan indikator tersebut untuk
menentukan variabel kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
Definisi operasional dari variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara dapat
dilihat pada Tabel 3.1.
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3.6.2.2 Variabel pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan
keuangan
Dalam penelitian ini, variabel pemahaman akuntansi dari SDM
penyusun laporan keuangan diukur berdasarkan pemahaman terhadap
komponen laporan keuangan, unsur akun yang terdapat dalam komponen
laporan keuangan, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi.
Ghifari (2016) menggunakan ketiga indikator tersebut dalam penelitiannya untuk
membuktikan adanya pengaruh pemahamanan akuntansi dari SDM penyusun
laporan keuangan terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
Definisi operasional dari variabel pemahaman akuntansi dari SDM penyusun
laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
3.6.2.3 Variabel penggunaan SIMDA
Dalam penelitian ini, variabel penggunaan Sistem Informasi
Manajemen daerah (SIMDA) dinilai berdasarkan beberapa kriteria yaitu
kemudahan pengoperasian aplikasi, tampilan aplikasi yang User Friendly,
keamanan data, dan kualitas hasil atau output aplikasi. Kemudahan
pengoperasian aplikasi dan tampilan aplikasi yang user friendly memudahkan
pengguna dalam memproses data dan meminimalisasi kesalahan pemilihan
menu transaksi. Adapun keamanan aplikasi merupakan unsur penting dalam
suatu aplikasi dalam menjaga keandalan data. Hasil atau output dari
aplikasi diharapkan mampu memenuhi harapan dari pengguna sesuai
kualitas atau standar yang telah ditetapkan. Ghifari (2016) menggunakan
indikator tersebut untuk menentukan pengaruh penggunaan sistem informasi
terhadap kualitas Laporan Keuangan Kemenkeu. Definisi operasional dari
variabel penggunaan SIMDA dapat dilihat pada Tabel 3.1
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3.6.2.4 Variabel pengimplementasian SPIP
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara
untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi,
serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan
(fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan
dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan
yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.
Jumlah item pertanyaan adalah 4 item dengan skala Likert 1-5. Variabel
sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yaitu :
1. Standard Operating Procedure (SOP)
2. Dokumen dan catatan yang memadai
3. Pemisahan wewenang
4. Tindakan disiplin atas pelanggaran
Nurillah dan Muid (2014) menggunakan indikator tersebut untuk menilai
pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD. Definisi operasional dari
variabel pengimplementasian SPIP dapat dilihat pada Tabel 3.1
3.6.2.5 Variabel peran APIP
Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) dapat disimpulkan bahwa
audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi secara
independen yang di desain untuk menambah nilai dan meningkatkan
operasional organisasi. Dalam hal kegiatan assurance, Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan reviu atas laporan keuangan
entitas. Adapun kegiatan konsultasi oleh APIP dapat dilakukan dengan
memberi pendampingan penyusunan laporan keuangan entitas.
Variabel peran audit internal dinilai berdasarkan peran dan manfaat
kegiatan assurance dan consulting APIP. Kegiatan ini digambarkan dengan
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aktivitas reviu laporan keuangan dan pendampingan penyusunan laporan
keuangan. Ghifari (2016) menggunakan indikator tersebut dalam penelitiannya
untuk membuktikan pengaruh perat auditor internal terhadap kualitas Laporan
Keuangan Kemenkeu. Definisi operasional dari variabel peran APIP dapat dilihat
pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1



















a. Pemahaman terhadap komponen
LKPD
b. Pemahaman terhadap kelompok
Akun dalam masing-masing
komponen LKPD








a. Kemudahan pengoperasian aplikasi
b. Tampilan User Friendly
c. Keamanan data aplikasi








b. Dokumen dan pencatatan yang
memadai
c. Pemisahan wewenang






a. Peran Reviu APIP
b. Manfaat Reviu APIP
c. Peran Pendampingan APIP




Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Variabel-variabel penelitian yang disajikan dalam kuesioner diukur
menggunakan skala ordinal dengan jenis skala yaitu skala Likert. Hal ini
bertujuan agar hasil dari kuesioner dapat dihitung dan diukur menggunakan
angka. Skala pengukuran menggunakan 5 pilihan jawaban, yaitu:
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Sangat Setuju (SS) = Nilai 5
Setuju (S) = Nilai 4
Netral (N) = Nilai 3
Tidak Setuju (TS) = Nilai 2
Sangat Tidak Setuju (STS) = Nilai 1
Penulis memilih skala likert menggunakan 5 pilihan jawaban dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1. terdapat gradasi jawaban yang dapat memudahkan responden mengisi
pilihan jawaban kuesioner sesuai dengan pengetahuannya;
2. rentang skala yang tidak terlalu jauh diharapkan memberi kemudahan
bagi responden dalam memilih jawaban;
3. beberapa penelitian terdahulu menggunakan rentang skala 1-5.
Nilai yang didapat dari hasil kuesioner diolah secara statistik sehingga
dapat dilakukan pembahasan, interpretasi, pengambilan simpulan dan
rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.
3.7 Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian ini adalah
kuesioner. Kuesioner penelitian ini didesain dengan mengacu pada prinsip-
prinsip desain kuesioner yang tediri atas susunan kata, kategorisasi dan skala
pengukuran, dan penampilan umum kuesioner.
Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk memeroleh persepsi
responden mengenai pengaruh dari pemahaman akuntansi dari SDM penyusun
laporan keuangan, penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP dan peran
APIP tehadap kualitas LKPD untuk kemudian diukur sehingga dapat diketahui
seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, instrumen
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penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan tertutup (closed question) dengan
bentuk pertanyaan yang positif (positively worded question).
Konsep kuesioner pada penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu dari
penelitian sebelumnya dan berasal dari pengembangan atas indikator yang telah
ditentukan dalam penelitian ini. Kuesioner yang berasal dari penelitian
sebelumnya berdasar atas penelitian yang telah dilakukan oleh Ghifari (2016)
dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(Studi Kasus Pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan) serta berasal
dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang berjudul
Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi
Empiris pada SKPD Kota Depok).
Kuesioner ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pemahaman akuntansi dari SDM
penyusun laporan keuangan, penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP,
peran APIP dan kualitas LKPD. Variabel pemahaman akuntansi dari SDM
penyusun laporan keuangan (X1) diukur dengan menggunakan indikator yang
dikembangkan oleh Ghifari (2016) dengan beberapa modifikasi dan terdiri dari 5
pertanyaan (pertanyaan nomor 1 hingga nomor 5). Variabel penggunaan SIMDA
(X2) diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Ghifari
(2016) dengan beberapa modifikasi dan terdiri dai 5 pertanyaan (pertanyaan
nomor 6 hingga 10). Variabel pengimplementasian SPIP (X3) diukur dengan
menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Nurillah dan Muid (2014)
dengan beberapa modifikasi dan terdii dari 5 pertanyaan (pertanyaan nomor 11
sampai nomor 15). Variabel peran APIP (X4) diukur dengan menggunakan
indikator yang dikembangkan oleh Ghifari (2016) dengan beberapa modifikasi
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dan terdiri dari 6 pertanyaan (pertanyaan nomor 16 sampai nomor 21). Dan
variabel kualitas LKPD (Y) diukur dengan menggunakan indikator yang
dikembangkan oleh Ghifari (2016) dengan beberapa modifikasi dan terdii dai 8
pertanyaan (pertanyaan nomor 22 sampai pertanyaan nomor 29).
Penelitian ini melakukan uji pendahuluan (pretesting) terlebih dahulu
terhadap konsep kuesioner sebelum disebar ke semua responden. Pengujian ini
bertujuan untuk mengurangi bias dalam setiap pertanyaan dan untuk
menghasilkan kuesioner yang andal dan valid.
3.8 Analisis Data
Teknik analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian
analisis regresi linier berganda. Widiyanto (2014:271) menyatakan bahwa
“regresi linier ganda merupakan pengembangan dari regresi linier
sederhana.” Regresi linier berganda merupakan teknik statistik yang digunakan
untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel sekaligus untuk melihat
pengaruh variabel baik secara parsial maupun simultan.
Adapun persamaan model empiris yang digunakan untuk meneliti
pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi
linier berganda adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4
Keterangan:
Y = Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten
Luwu Utara
X1 = Pemahaman Akuntansi SDM
X2 = Penggunaan SIMDA
X3 = Pengimplementasian SPIP
X4 = Peran APIP
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α = Konstanta
β = Koefisien Masing-masing Variabel
3.8.1 Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum
mengenai demografi responden. Berdasarkan data yang diperoleh penulis
melakukan analisis secara deskriptif dengan menghitung nilai mean, standar
deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.
3.8.2 Uji Kualitas Data
3.8.2.1 Uji Validitas
Uji validitas menurut Ghozali (2013:52) “dilakukan untuk mengukur sah
atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner.” Tahapan ini perlu dilakukan oleh penulis untuk
memastikan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai data penelitian dapat
menggambarkan sesuatu yang akan diukur. Apabila pernyataan dalam
kuesioner sama dengan penelitian lainnya dan sudah terbukti validitasnya
(pernah dilakukan uji validitas), maka uji ini tidak harus dilakukan. Pada
penelitian ini digunakan alpha (α) 5%.
Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung nilai korelasi antara data
hasil kuesioner pada masing-masing pernyataan dengan skor total. Proses
penghitungan dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product
moment yang memiliki rumus sebagai berikut:
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Dalam penelitian ini digunakan α=5%. Hasil operasi penghitungan disebut r
hitung atau r hit. Terhadap r hitung, dilakukan pembandingan dengan angka r
tabel atau r tab, jika r hit > r tab maka pernyataan pernyataan dalam
kuesioner dinyatakan valid dan jika r hit < r tab maka pernyataan-pernyataan
dalam kuesioner dinyatakan tidak valid. Pernyataan kuesioner dinyatakan tidak
valid berarti pernyataan tersebut dianggap tidak konsisten dengan
pernyataan yang lain, dan tidak mengukur aspek yang sama dengan pernyataan
lainnya. Hal ini mungkin terjadi karena kurang baiknya susunan kata-kata
pernyataan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari
responden kuesioner. Pertanyaan kuesioner yang tidak valid dapat diperbaiki
agar tidak menimbulkan multitafsir atau dapat dihilangkan jika telah terwakili
oleh pertanyaan lain dan tidak mengganggu substansi penilaian variabel
penelitian.
3.8.2.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan atau keandalan
hasil suatu alat ukur. Alat ukur dikatakan reliabel atau andal jika jawaban
terhadap pernyataan tersebut konsisten tanpa mempedulikan waktu.
Pengukuran uji reliabilitas menurut Ghozali (2013:48) “dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu, pengukuran ulang (repeated measure) atau pengukuran
sekali saja (one shot).” Dalam penelitian ini, penulis mengambil cara kedua
atau cara one shot dalam mengukur reliabilitas kuesioner penelitian ini.
Pengukuran ini dilakukan sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan
pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.
Operasionalisasi uji reliabilitas dapat dilakukan menggunakan aplikasi
SPSS dengan memilih submenu Reliability Analysis. Suatu variabel
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dianggap reliabel menurut Nunally dalam Ghozali (2013:48) “jika hasil uji
reliabilitas memiliki cronbach alpha berada di atas level 0,7.”
3.8.3 Uji Asumsi Klasik
Menurut Kurniawan (2014:156) “uji asumsi klasik perlu dilakukan dan
menjadi persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi
berganda, utamanya bagi yang menggunakan basis ordinary least square
(OLS).” Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
3.8.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Kurniawan (2014:156) merupakan “uji untuk
melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.” Model regresi
yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam melakukan
uji normalitas, penulis menggunakan uji grafik. Uji grafik dilakukan menggunakan
metode grafik histogram dan grafik normal P- P Plot atau Regression
Standardized Residual.
Terhadap uji grafik menggunakan metode histogram, apabila grafik
menunjukkan pola residual yang tidak memiliki kecondongan atau berbentuk
seperti lonceng maka model penelitian memenuhi asumsi normalitas.
Adapun dasar pengambilan keputusan terhadap grafik normal P-P Plot atau
Regression Standardized Residual menurut Ghozali (2013:163) yaitu:
a. jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya;
b. jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti
arah garis diagonal maka tidak memenuhi asumsi normalitas.
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3.8.3.2 Uji multikolinearitas
Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi
yang tinggi antara beberapa variabel bebas dalam suatu model regresi
linear berganda. Menurut Kurniawan (2014:157), “jika terdapat korelasi yang
tinggi antara masing-masing variabel bebas yang diteliti, maka hubungan
antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.”
Model regresi yang baik, menurut Ghozali (2013:105) “seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independen.”
“Ketika dilakukan uji multikolinearitas, jika nilai koefisien korelasi
antara masing-masing variabel bebas kurang dari 0,70 maka model dapat
dikatakan terbebas dari multikolinearitas(Kurniawan, 2014:157).” “Indikator lain
yang dapat digunakan ialah jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai
Tolerance > 0,1 maka model terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2013:106).”
3.8.3.3 Uji heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2013:139) “Heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Apabila variansi residual dari
variabel satu ke variabel lain sama maka disebut homoskedastisitas, dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang memenuhi
persyaratan menurut Kurniawan (2014:158) adalah “apabila terdapat kesamaan
varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (homoskedastisitas).”
Penelitian ini akan menggunakan pengujian untuk menguji apakah terjadi
ketidaksamaan varian atau tidak dilakukan dengan melihat grafik plot antara
prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Apabila residual plot yang
terjadi tidak menggambarkan pola tertentu yang sistematis, lebih bersifat acak
dan berada diatas serta dibawah nol pada sumbu Y, maka persamaan regresi
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yang dipakai dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi homoskedastisitas
atau tidak ada masalah heteroskedastisitas.
3.8.3.4 Uji autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi,
maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu
observasi ke observasi lainnya. Hal ini seing ditemukan pada data runtut waktu
(time series).
Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari
autokorelasi. Dalam penelitian ini, akan digunakan uji autokorelasi dengan
pendekatan Durbin Watson (DW test). Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model
regresi dan tidak terdapat variabel lain diantara variabel bebas. Ketentuan yang
digunakan dalam uji ini adalah.
1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) berarti terdapat
autokorelasi.
2. Jika d terletak diantara dU dan (4-dL) berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dL) dan (4-dU) maka tidak
menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3.8.4 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menguji model
persamaan regresi yang dihasilkan dari pengolahan data hasil kuesioner.
Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan cara berikut:
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3.8.4.1 Uji signifikansi individual (Uji statistik T)
Uji statistik T menurut Ghozali (2013:98) menunjukkan “seberapa jauh
pengaruh satu variabel bebas secara individual (parsial) menerangkan variasi
variabel terikat.” Beberapa variabel bebas yang secara bersamaan dapat
memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, belum tentu dapat
memberi pengaruh signifikan secara individual kepada variabel terikat. Maka
dari itu, untuk mengukur pengaruh suatu variabel secara individual dilakukan
uji T. Kriteria yang digunakan dalam pengujian adalah:
a. jika nilai t hitung > t tabel, maka variabel bebas memberikan pengaruh
signifikan terhadap variabel terikat;
b. jika nilai t hitung < t tabel, maka variabel bebas tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.
Hasil uji statistik T juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Menurut Ghozali
(2013:98), “apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas
secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.”
3.8.4.2 Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)
Menurut Ghozali (2013:98), pada dasarnya uji statistik F menunjukkan
“apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama
(simultan) terhadap variabel terikat.” Beberapa variabel bebas yang tidak
memiliki pengaruh signifikan dalam uji variabel secara individual, dapat memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat saat diuji secara bersama -
sama.
Kriteria yang digunakan dalam uji F adalah.
a. Jika nilai F hitung > F tabel, maka semua variabel bebas secara bersama
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
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b. Jika nilai F hitung < F tabel, maka semua variabel bebas secara bersamaan
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Selain dengan pembandingan nilai F, hasil uji statistik F juga dapat dilihat
dari nilai signifikansinya. Menurut Ghozali (2013; 101), “apabila nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh
terhadap variabel terikat.” Pengujian pada penelitian ini menggunakan statistik F
dengan interpretasi pengambilan keputusan quick look. “Jika nilai F lebih besar
daripada 4 maka semua variabel bebas secara serentak dan signifikan
memengaruhi variabel tetap (Ghozali, 2013:102).”
3.8.4.3 Uji Koefisian Determinsasi (R2)
Uji R2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam
regresi. Mengenai koefisien determinasi (R2), Ghozali (2013; 97) mengatakan
bahwa “koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen.” Dengan kata lain, nilai
koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel
terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi
sama dengan 0 (R2= 0), artinya variasi dari Y tidak dapat dijelaskan oleh X sama
sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat
dijelaskan oleh X. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan
regresi ditentukan oleh R2nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Nilai
koefisien determinasi yang biasa digunakan dalam interpretasi ialah nilai
Adjusted R square. Adjusted R square adalah R square yang telah






Responden dalam penelitian ini adalah operator penyusun laporan
keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
terdiri dari 48 SKPD yang berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang
nantinya akan dikonsolidasikan oleh DPPKAD selaku BUD untuk disusun dan
disajikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Luwu Utara. LKPD inilah yang nantinya akan diperiksa oleh BPK-RI untuk dinilai
kewajarannya sebelum digunakan oleh para stakeholder.
Total responden adalah sebanyak 52 orang yang meliputi operator
penyusun laporan keuangan pada SKPD dan operator penyusun laporan
keuangan untuk konsolidasi / pemerintah daerah sesuai dengan kriteria
responden yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian penyebaran dan
pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1
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Tabel 4.1 Rincian penyebaran, pengembalian, dan penggunaan kuesioner
Uraian Disebar Kembali Rusak/Tidak
Kembali
Digunakan
Sekda 1 1 0 1
Sekwan 1 1 0 1
Dinas PU 1 1 0 1
Dishubkomin 1 1 0 1
Dinkes 1 1 0 1
RSUD 1 1 0 1
Dinas Pendidikan 1 1 0 1
Dinas Pemuda 1 1 0 1
Dinas Sosial 1 1 0 1
BPMPD 1 1 0 1
Kantor Latihan Kerja 1 1 0 1
BPBD 1 1 0 1
Disdukcapil 1 1 0 1
Badan KB 1 1 0 1
Dinas Pertanian 1 1 0 1
Dinas Kehutanan 1 1 0 1
Dinas Kelautan 1 1 0 1
B.Ketahanan
Pangan
1 1 0 1
Diskoperindag 1 1 0 1
Dinas Pertambangan 1 1 0 1
DPPKAD 5 5 0 5
Badan Perizinan 1 1 0 1
Inspektorat 1 1 0 1
Bappeda 1 1 0 1
KLH 1 1 0 1
Badan Kesbang 1 1 0 1
Satpol PP 1 1 0 1
BKDD 1 1 0 1
Kantor Perpustakan 1 1 0 1
Kec. Sabbang 1 1 0 1
Kec. Baebunta 1 1 0 1
Kec. Rongkong 1 1 0 1
Kec. Seko 1 1 0 1
Kec. Rampi 1 1 0 1
Kec. Masamba 1 1 0 1
Kec. Malangke 1 1 0 1
Kec. Malangke barat 1 1 0 1
Kec. Mappedeceng 1 1 0 1
Kec. Sukamaju 1 1 0 1
Kec. Bone-Bone 1 1 0 1
Kec. Tana Lili 1 1 0 1
Kel. Marobo 1 1 0 1
Kel. Salassa 1 1 0 1
Kel. Kappana 1 1 0 1
Kel. Bone 1 1 0 1
Kel. Bone Tua 1 1 0 1
Kel. Baliase 1 1 0 1
Kel. Bone-Bone 1 1 0 1
Total 52 52 0 52
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Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa total kuesioner yang disebar
adalah sebanyak 52 eksemplar, sedangkan kuesioner yang berhasil dikumpulkan
kembali sebanyak 52 eksemplar atau 100% dari total kuesioner yang disebar.
Adapun karakteristik responden berdasarkan 52 kuesioner yang
digunakan yang meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir responden,
dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Jenis kelamin
Distribusi jenis kelamin yang dijadikan responden dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 4.2







Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23.
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi jenis kelamin responden terbanyak
adalah responden pria dengan frekuensi 31 orang atau 59,6%. Sedangkan
responden wanita sebanyak 21 orang atau 40,4%.
2. Usia
Distribusi usia responden dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam
empat kelompok yaitu 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan lebih dari 40 tahun.
Distribusi usia responden dapat dilihat pada tabel 4.3
61




20-30 tahun 2 3,8
31-40 tahun 40 76,9
>40 tahun 10 19,2
Total 52 100
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi jenis usia responden terbanyak adalah
responden pada kelompok usia 31-40 tahun dengan frekuensi 40 orang atau
76,9%. Selanjutnya responden pada kelompok usia lebih dari 40 tahun
menempati urutan kedua dengan frekuensi 10 orang atau 19,2%, dan responden
pada kelompok usia 20-30 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 3,8%.
3. Latar belakang pendidikan
Distribusi latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini
dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu Akuntansi dan Non-Akuntansi.
Distribusi frekuensi latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4.







Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa distribusi latar belakang pendidikan responden
terbanyak adalah responden dengan latar belakang non-akuntansi dengan
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frekuensi 45 orang atau 86,5%. Sedangkan responden dengan tingkat latar
belakang pendidikan akuntansi berjumlah 7 responden atau 13,5%.
4.1.2 Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan lima variabel yang meliputi variabel
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan (X1), penggunaan
SIMDA (X2), pengimplementasian SPIP (X3), peran APIP (X4) dan variabel
kualitas LKPD (Y). Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa indikator yang
mewakili substansi variabel yang bersumber dari penelitian Ghifari (2016) dan
Nurillah dan Muid (2014) dengan beberapa modifikasi. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pernyataan kuesioner yang disajikan memiliki kesesuaian
deangan variabel yang diteliti.
Adapun deskripsi statistik setiap variabel diuraikan sebagai berikut.
1. Deskripsi Variabel Pemahaman Akuntansi dari SDM Penyusun Laporan
Keuangan (X1)
Variabel pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan
dideskripsikan melalui tiga indikator dalam lima item pertanyaan. Indikator
pertama pemahaman terhadap komponen laporan keuangan dinyatakan pada
pertanyaan pertama dan kedua. Indikator kedua pemahaman terhadap kelompok
akun dalam masing-masing komponen LKPD dinyatakan dalam pertanyaan
nomor tiga. Untuk indikator ketiga terkait pemahaman konsep pengakuan,
pengukuran dan pengungkapan dalam suatu akun dinyatakan dalam pertanyaan
keempat dan kelima. Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap setiap
item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5 Distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel pemhaman
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan(X1)
Item STS TS N S SS MeanF % F % F % F % F %
Q1 - - - - - - 17 32,7 35 67,3 4,67
Q2 - - - - - - 18 34,6 34 65,4 4,65
Q3 - - - - 1 1,9 22 42,3 29 55,8 4,54
Q4 - - - - - - 29 55,8 23 44,2 4,44
Q5 - - - - - - 33 63,5 19 36,5 4,37
Variabel X1 4,53
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Tabel 4.5 menunjukkan nilai rata-rata variabel pemahaman akuntansi dari
SDM penyusun laporan keuangan (X1) adalah sebesar 4,53 yang
diinterpretasikan sangat tinggi. Dengan mengacu kepada interpretasi skor yang
digunakan oleh Stemple et al. (2004) menunjukkan bahwa indikator pemahaman
terhadap komponen laporan keuangan diinterpretasikan sangat tinggi, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pemahaman komponen laporan keuangan dinilai
sangat tinggi oleh responden. Artinya responden menilai bahwa operator
penyusun laporan perlu memahami komponen laporan keuangan serta alur
penyusunan laporan keuangan.
Indikator pemahaman terhadap kelompok akun dalam masing-masing
komponen LKPD juga diinterpretasikan sangat tinggi. Artinya responden menilai
bahwa operator penyusun laporan keuangan perlu memahami kelompok akunn
pada komponen laporan keuangan.
Indikator pemahaman konsep pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan dalam suatu akun diinterpretasikan sangat tinggi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pemahaman konsep pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan dalam suatu akun dinilai tinggi oleh responden. Artinya
responden menilai bahwa operator penyusun laporan keuangan perlu memahami
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terkait konsep pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam suatu akun
pada laporan keuangan.
2. Deskripsi Variabel Penggunaan SIMDA (X2)
Variabel penggunaan SIMDA (X2) dideskripsikan melalui empat indikator
dan lima item pertanyaan. Indikator pertama terkait kemudahan pengoperasian
aplikasi dinyatakan pada pertanyaan nomor enam dan tujuh. Indikator kedua
terkait tampilan user friendly dinyatakan pada pertanyaan kedelapan. Indikator
ketiga terkait keamanan data aplikasi dinyatakan pada pertanyaan nomor
sembilan. Dan indikator keempat terkait kualitas output aplikasi dinyatakan pada
pertanyaan kesepuluh. Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap setiap
item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel
penggunaan SIMDA (X2)
Item STS TS N S SS MeanF % F % F % F % F %
Q6 - - - - - - 27 51,9 25 48,1 4,48
Q7 - - - - - - 29 55,8 23 44,2 4,44
Q8 - - - - - - 35 67,3 17 32,7 4,33
Q9 - - - - - - 30 57,7 22 42,3 4,42
Q10 - - - - - - 37 71,2 15 28,8 4,29
Variabel X2 4,39
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dengan mengacu kepada interpretasi skor yang digunakan oleh Stemple
et al. (2004), interpretasi variabel penggunaan SIMDA dapat diinterpretasikan
sangat tinggi. Artinya responden menilai bahwa penggunaan teknologi informasi,
khususnya SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, berada pada tingkat
yang tinggi.
3. Deskripsi Variabel Pengimplementasian SPIP(X3)
Variabel pengimplementasian SPIP (X3) dideskripsikan melalui empat
indikator dan lima item pertanyaan. Indikator pertama terkait ketersediaan SOP
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dinyatakan dalam pertanyaan nomor 11 dan 12. Dari hasil olah data, didapatkan
nilai mean sebesar 4,02 dan dapat diinterpretasikan sebagai tinggi. Artinya
responden menilai ketersediaan SOP tinggi. Indikator kedua terkait adanya
dokumen dan pencatatan yang memadai yang dinyakatan pada pertanyaan
nomor 13. Berdasarkan hasil olah data didapat nilai mean untuk indikator ini
adalah 4,15 yang dapat diinterpretasikan sangat tinggi. Artinya responden
menilai bahwa dokumen dan pencatatan yang memadai sangat tinggi. Indikator
ketiga menyatakan bahwa pemisahan wewenang yang dinyatakan dalam
pertanyaan nomor 14 diiinterpretasikan sangat tinggi karena memiliki nilai mean
sebesar 4,27. Dan indikator terakhir terkait tindakan disiplin atas pelanggaran
yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 15 dapat diinterpretasikan tinggi
dengan nilai mean sebesar 3,81. Dan nilai variabel pengimplementasian SPIP
(X3) menunjukkan nilai rata-rata 4,05 yang dapat diinterpretasikan tinggi. Berikut
ringkasan hasil olah data pada variabel pengimplementasian SPIP (X3)
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel
pengimplementasian SPIP(X3)
Item STS TS N S SS MeanF % F % F % F % F %
Q11 - - - - 5 9,6 35 67,3 12 23,1 4,13
Q12 - - - - 13 25 31 59,6 8 15,4 3,9
Q13 - - - - 4 7,7 36 69,2 12 23,1 4,15
Q14 - - - - 1 1,9 36 69,2 15 28,8 4,27
Q15 - - - - 17 32,7 28 53,8 7 13,5 3,81
Variabel X3 4,05
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
4. Deskripsi Variabel Peran APIP (X4)
Variabel peran APIP (X4) dideskripsikan melalui empat indikator dan
enam item pertanyaan. Indikator pertama terkait peran reviu APIP yang
dinyatakan pada pertanyaan nomor 16 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,12
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yang dapat diinterpretasikan bahwa peran reviu APIP tinggi. Indikator kedua
terkait manfaat reviu APIP yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 17 dan 18
menunjukkan nilai mean sebesar 4,02 yang dapat diinterpretasikan bahwa
manfaat reviu APIP berada pada level tinggi. Indikator ketiga peran
pendampingan APIP yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 19 menunjukkan
nilai rata-rata sebesar 3,79 yang dapat diinterpretasikan bahwa peran
pendampingan APIP berada pada level tinggi. Dan indikator keempat terkait
manfaat pendampingan APIP yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 20 dan
21 menunjukkan nilai mean sebesar 3,99 sehingga dapat diinterpretasikan
bahwa manfaat pendampingan APIP berada pada level tinggi. Nilai rata-rata dari
variabel peran APIP sebesar 3,99 dapat diinterpretasikan bahwa responden
menilai peran APIP berada di level penting. Distribusi frekuensi jawaban
responden terhadap setiap item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8.
Tabel 4.8 Distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel peran APIP (X4)
Item STS TS N S SS MeanF % F % F % F % F %
Q16 - - - - 4 7,7 38 73,1 10 19,2 4,12
Q17 - - - - 5 9,6 41 78,8 6 11,5 4,02
Q18 - - - - 5 9,6 41 78,8 6 11,5 4,02
Q19 - - - - 16 30,8 31 59,6 5 9,6 3,79
Q20 - - - - 13 25 26 50 13 25 4,00
Q21 - - - - 10 19,2 33 63,5 9 17,3 3,98
Variabel X4 3,99
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
5. Variabel Kualitas LKPD (Y)
Variabel kualitas LKPD (Y) dideskripsikan melalui enam indikator dan
delapan item pertanyaan. Indikator pertama terkait tingkat relevansi yang
dinyatakan pada pertanyaan nomor 22 menunjukkan nilai mean sebesar 4,25
yang artinya tingkat relevansi berdasar pada Stemple, Jr. et al. (2004) berada
pada level sangat tinggi. Indikator kedua terkait tingkat keandalan dinyatakan
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pada pertanyaan nomor 23 dan 24. Dari olah data, pada indikator ini
menunjukkan nilai mean sebesar 4,25 yang dapat diinterpretasikan sangat tinggi.
Artinya tingkat keandalan dinilai oleh responden sangat tinggi. Indikator ketiga
terkait tingkat keterbandingan dinyatakan dalam pertanyaan nomor 25
menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,15 yang berdasar pada Stemple, Jr. et al.
(2004) diinterpretasikan tinggi atau baik atau penting. Artinya responden menilai
tingkat keterbandingan berada di level tinggi. Indikator keempat terkait tingkat
keterpahaman dinyatakan pada pertanyaan nomor 26 menunjukkan nilai rata-
rata sebesar 4,15 yang dapat diinterpretasikan tinggi. Artinya responden menilai
tingkat keterpahaman berada pada level tinggi. Indikator kelima dinyatakan
sebagai kesesuaian SAP yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 27 dan 29.
Berdasar olah data yang telah dilakukan, menunjukkan niali rata-rata dari
indikator ini sebesar 4,49 yang diinterpretasikan sangat tinggi. Artinya responden
menilai kesesuaian SAP berada pada level sangat tinggi. Indikator keenam
terkait kecukupan pengungkapan yang dinyatakan pada pertanyaan nomor 28
menunjukkan nilai mean sebesar 4,27 yang dapat diartikan bahwa responden
menilai bahwa kecukupan pengungkapan berada pada level sangat tinggi. Nilai
rata-rata dari variabel kualitas LKPD (Y) menunjukkan nilai 4,29 yang dapat
diinterpretasikan bahwa responden menilai peningkatan kualitas LKPD berada
pada level sangat tinggi atau sangat baik. Distribusi frekuensi jawaban
responden terhadap setiap item pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9.
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Tabel 4.9 Distribusi frekuensi jawaban responden pada variabel
peningkatan kualitas LKPD (Y)
Item STS TS N S SS MeanF % F % F % F % F %
Q22 - - - - - - 39 75,0 13 25,0 4,25
Q23 - - - - - - 38 73,1 14 26,9 4,27
Q24 - - - - - - 40 76,9 12 23,1 4,23
Q25 - - - - - - 44 84,6 8 15,4 4,15
Q26 - - - - - - 44 84,6 8 15,4 4,15
Q27 - - - - - - 34 65,4 18 34,6 4,35
Q28 - - - - - - 38 73,1 14 26,9 4,27
Q29 - - - - - - 19 36,5 33 63,5 4,63
Variabel Y 4,29
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
4.1.3 Hasil Uji Kompetensi Data (Validitas dan Reliabilitas)
Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara
masing-masing skor item pertanyaan dengan total konstruknya. Sedangkan
pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Pengujian keduanya
dilakukan melalui program IBM SPSS 23.
Hasil uji kompetensi data (validitas dan reliabilitas) instrumen pada kelima
variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Variabel Pemahaman Akuntansi
dari SDM Penyusun Laporan Keuangan (X1)
Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item variabel kedudukan
kelembagaan (X1) dapat dilihat pada tabel 4.10.
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Tabel 4.10 Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel pemahaman akuntansi




Correlation Sig r Table Ket
Cronbach’s
Alpha Ket
X1 Q1 0.599 0,000 0,273 Valid 0,708 Reliabel
Q2 0,704 0,000 0,273 Valid
Q3 0,690 0,000 0,273 Valid
Q4 0,683 0,000 0,273 Valid
Q5 0,721 0,000 0,273 Valid
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (pearson correlation)
pada seluruh item pertanyaan lebih besar dibanding nilai r tabel (df =50 ; tingkat
signifikansi 0,05). Kemudian nilai p-value (Sig) untuk semua item pertanyaan
juga lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid untuk digunakan sebagai alat
pengukur pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan.
Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel pemahaman akuntansi
menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,708. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat
pengukur pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan.
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Variabel Penggunaan SIMDA
(X2)
Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item variabel penggunaan
SIMDA (X2) dapat dilihat pada tabel 4.11.
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Correlation Sig r Table Ket
Cronbach’s
Alpha Ket
X2 Q6 0,685 0,000 0,273 Valid 0,799 Reliabel
Q7 0,773 0,000 0,273 Valid
Q8 0,791 0,000 0,273 Valid
Q9 0,776 0,000 0,273 Valid
Q10 0,699 0,000 0,273 Valid
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (pearson correlation)
pada seluruh item pertanyaan lebih besar dibanding nilai r tabel (df =50; tingkat
signifikansi 0,05). Kemudian nilai p-value (Sig) untuk semua item pertanyaan
juga lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid untuk digunakan sebagai alat
pengukur penggunaan SIMDA.
Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel konflik peran
menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,799. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat
pengukur penggunaan SIMDA.
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Variabel Pengimplementasian
SPIP (X3)
Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item variabel
pengimplementasian SPIP (X3) dapat dilihat pada tabel 4.12.
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Correlation Sig r Table Ket
Cronbach’s
Alpha Ket
X3 Q11 0,749 0,000 0,273 Valid 0,731 Reliabel
Q12 0,743 0,000 0,273 Valid
Q13 0,631 0,000 0,273 Valid
Q14 0,721 0,000 0,273 Valid
Q15 0,648 0,000 0,273 Valid
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (pearson correlation)
pada seluruh item pertanyaan lebih besar dibanding nilai r tabel (df =50; tingkat
signifikansi 0,05). Kemudian nilai p-value (Sig) untuk semua item pertanyaan
juga lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid untuk digunakan sebagai alat
pengukur pengimplementasian SPIP.
Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel pengimplementasian
SPIP menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,731. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan)
sebagai alat pengukur pengimplementasian SPIP.
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Variabel Peran APIP (X4)
Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item variabel peran APIP
(X4) dapat dilihat pada tabel 4.13.
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Correlation Sig r Table Ket
Cronbach’s
Alpha Ket
X4 Q16 0,528 0,000 0,273 Valid 0,829 Reliabel
Q17 0,676 0,000 0,273 Valid
Q18 0,744 0,000 0,273 Valid
Q19 0,856 0,000 0,273 Valid
Q20 0,801 0,000 0,273 Valid
Q21 0,795 0,000 0,273 Valid
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (pearson correlation)
pada seluruh item pertanyaan lebih besar dibanding nilai r tabel (df =50; tingkat
signifikansi 0,05). Kemudian nilai p-value (Sig) untuk semua item pertanyaan
juga lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid untuk digunakan sebagai alat
pengukur peran APIP.
Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel audit tenure
menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat
pengukur peran APIP.
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas terhadap Variabel Kualitas LKPD (Y)
Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap item-item variabel peningkatan
kualitas LKPD (Y) dapat dilihat pada tabel 4.14.
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Correlation Sig r Table Ket
Cronbach’s
Alpha Ket
Y Q22 0,649 0,000 0,273 Valid 0,812 Reliabel
Q23 0,705 0,000 0,273 Valid
Q24 0,754 0,000 0,273 Valid
Q25 0,532 0,000 0,273 Valid
Q26 0,579 0,000 0,273 Valid
Q27 0,599 0,000 0,273 Valid
Q28 0,801 0,000 0,273 Valid
Q29 0,634 0,000 0,273 Valid
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai r hitung (pearson correlation)
pada seluruh item pertanyaan lebih besar dibanding nilai r tabel (df =50; tingkat
signifikansi 0,05). Kemudian nilai p-value (Sig) untuk semua item pertanyaan
juga lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid untuk digunakan sebagai alat
pengukur kualitas LKPD.
Sedangkan hasil uji reliabilitas instrumen variabel kualitas LKPD
menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 0,812. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa instrumen variabel ini reliabel (dapat diandalkan) sebagai alat
pengukur peningkatan kualitas LKPD.
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik
4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas
Dalam melakukan uji normalitas, penulis menggunakan uji grafik dan uji
statistik. Uji grafik dilakukan menggunakan metode grafik histogram dan grafik
normal P-P Plot atau Regression Standardized Residual. Adapun pengujian
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statistik dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan
keputusan terhadap grafik normal P-P Plot atau Regression Standardized
Residual menurut Ghozali (2013) yaitu:
a. jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya;
b. jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah
garis diagonal maka tidak memenuhi asumsi normalitas.
Hasil uji normalitas dapat dilihat dengan analisis grafik histogram pada
gambar 4.1 berikut ini.
Gambar 4.1 Hasil uji normalitas dengan analisis grafik histogram
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Grafik histogram pada gambar 4.1 telah menunjukkan pola distribusi yang
normal, sehingga model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.
Selain dengan grafik histogram, hasil uji normalitas juga dapat dilihat
dengan metode analisis probability plot pada gambar 4.2 .
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Gambar 4.2 Hasil uji normalitas analisis probability plot
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Probability plot pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar
garis diagonal, sehingga model regresinya telah memenuhi asumsi normalitas.
4.1.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Pada uji multikolinearitas, jika nilai koefisien korelasi antara masing-
masing variabel bebas kurang dari 0,70 maka model dapat dikatakan terbebas
dari multikolinearitas (Kurniawan, 2014:158). “Indikator lain yang dapat
digunakan ialah jika Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai Tolerance > 0,1
maka model terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2013: 106).”
Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien tolerance dan
variance inflation factor (VIF) pada tabel 4.15.
76









Penggunaan SIMDA .668 1.497
Pengimplementasian SPIP .541 1.847
Peran APIP .541 1.849
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang
memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 sehingga tidak ada korelasi antar variabel
independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan VIF juga
menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki
nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.
4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan analisis grafik plot pada
gambar 4.3.
Gambar 4.3 Hasil uji heteroskedastisitas dengan analisis grafik plot
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Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan
tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y, serta tersebar baik di
sebelah kiri maupun kanan angka 0 sumbu X. Oleh karena itu dapat simpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai
untuk mengukur variabel kualitas LKPD berdasarkan pengaruh dari variabel
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP dan peran APIP.
4.1.4.4 Hasil Uji Autokorelasi
Nilai dU pada penelitian ini dengan jumlah variabel independen (k) = 4,
dan jumlah sampel (N) = 52 diperoleh niai dU sebesar 1,722 dan dL sebesar
1,393. Dari perhitungan, diketahui nilai DW pada penelitian ini adalah sebesar
1,858. Nilai DW (1,858) lebih besar dari batas atas dU (1,772) dan kurang dari (4
- 1,772) = 2,278 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.
Tabel 4. 16 hasil uji autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .709a .502 .460 .20946 1.858
a. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan
SIMDA, Pengimplementasian SPIP
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
4.2.1 Uji Statistik T
Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
individu terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara
membandingkan nilai T dan nilai signifikansi.
Pada penelitian ini, nilai T tabel dengan df = n-k (52-5=47) dan uji 2 sisi
dengan signifikansi 0,05 adalah sebesar 2,012. Perbandingan nilai T hitung
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dengan T tabel pada masing-masing variabel independen dapat dilihat pada
Tabel 4.17. Adapun hasil T hitung sebagai keluaran uji T dapat dilihat pada Tabel
4.18. Berdasarkan pembandingan nilai T hitung dengan T tabel diketahui bahwa
variabel Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan,
penggunaan SIMDA, dan pengimplementasian SPIP secara individu memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara. Adapun variabel peran APIP tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini karena nilai T hitung variabel peran APIP
lebih kecil daripada nilai T tabel (0,980 < 2,012) dan nilai signifikansi variabel
tersebut sebesar 0,332, yang berarti lebih besar dari 0,05.
Tabel 4.17 Perbandingan T Hitung dengan T Tabel
Variabel T hitung T Tabel Perbandingan Simpulan
X1 Pemahaman akuntansi dari
SDM penyusun laporan
keuangan
2,552 2,012 T hitung > T
tabel
Signifikan
X2 Penggunaan SIMDA 2,073 2,012 T hitung > T
tabel
Signifikan
X3 Pengimplementasian SPIP 2,017 2,012 T hitung > T
tabel
Signifikan




Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.136 .478 2.374 .022
Pemahaman Akuntansi
dari SDM
.236 .092 .279 2.552 .014 .885 1.130
Penggunaan SIMDA .205 .099 .261 2.073 .044 .668 1.497
Pengimplementasian
SPIP
.200 .099 .282 2.017 .049 .541 1.847
Peran APIP .094 .096 .137 .980 .332 .541 1.849
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a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
Sumber: Hasil olah data (2016) melalui program IBM SPSS 23
4.2.2 Uji Statistik F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X1,
X2, X3, dan X4) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F dan nilai
signifikansi. Besaran nilai F tabel pada penelitian ini ditentukan dengan
menggunakan nilai signifikansi 0,05, nilai df1 dan df2. Rumus dari df1 adalah k-1,
dan df2 adalah n-k, dengan k sebagai jumlah variabel dan n sebagai jumlah
sampel. Nilai df1 adalah 5-1=4 dan df2= 52-5=47, sehingga nilai F tabel adalah
2,57.
Pada penelitian ini, hasil uji F menggunakan SPSS menunjukkan bahwa
nilai F hitung adalah sebesar 11,850 dan nilai signifikansi sebesar 0,000b. Dari
perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel
(11,850 > 2,57) dan nilai signifkansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan seluruh variabel independen secara
simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada Tabel
4.19
Tabel 4.19 juga menunjukkan bahwa nilai uji statistik F sebesar 11,850
(lebih besar daripada 4) dengan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05).
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan
untuk memprediksi kualitas LKPD. Dengan kata lain variabel pemahaman
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan (X1), penggunaan SIMDA(X2),
pengimplementasian SPIP (X3) dan peran APIP (X4) secara simultan
berpengaruh terhadap variabel kualitas LKPD (Y).
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Tabel 4.19 Hasil uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.080 4 .520 11.850 .000b
Residual 2.062 47 .044
Total 4.142 51
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
b. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan SIMDA,
Pengimplementasian SPIP
4.2.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari
variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Dalam
penelitian ini, diketahui bahwa nilai R square adalah 0,502 dan nilai Adjusted R
Square sebesar 0,460. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,460 mengindikasikan
bahwa 46,0% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Sementara sisanya 54,0% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model penelitian
ini.
Tabel 4.20 Hasil UjiKoefisies Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .709a .502 .460 .20946
a. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan
SIMDA, Pengimplementasian SPIP
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD
Berdasarkan nilai unstandardized coefficients pada Tabel 4.18, maka
bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Y = 1,136 + 0,236X1 + 0,205X2 + 0,200X3 + 0,094X4
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Y = Kualitas LKPD
X1 = Pemahaman Akuntansi dari SDM penyusun Laporan Keuangan
X2 = Penggunaan SIMDA
X3 = Pengimplementasian SPIP
X4 = Peran APIP
Adapun penjelasan model regresi tersebut adalah sebagai berikut.
a. Konstanta persamaan regresi memiliki nilai 1,136. Artinya ketika variabel lain
memiliki nilai nol, maka variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara (Y)
memiliki nilai sebesar 1,136.
b. Koefisien regresi variabel pemahaman akuntansi dari SDM penyusun
laporan keuangan (X1) sebesar 0,236. Artinya setiap ada perubahan satu
nilai pada variabel X1 dan variabel lain bernilai tetap, maka akan terjadi
perubahan nilai kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara sebesar 0,236.
c. Koefisien regresi variabel penggunaan SIMDA (X2) sebesar 0,205. Artinya
setiap ada perubahan satu nilai pada variabel X2 dan variabel lain bernilai
tetap, maka akan terjadi perubahan nilai kualitas LKPD Kabupaten Luwu
Utara sebesar 0,2015.
d. Koefisien regresi variabel pengimplementasian SPIP (X3) sebesar 0,200.
Artinya setiap ada perubahan satu nilai pada variabel X3 dan variabel lain
bernilai tetap, maka akan terjadi perubahan nilai kualitas LKPD Kabupaten
Luwu Utara sebesar 0,200.
e. Koefisien regresi variabel peran APIP (X4) sebesar 0,094. Artinya setiap ada
perubahan satu nilai pada variabel X4 dan variabel lain bernilai tetap, maka
akan terjadi perubahan nilai kualitas LKPD kabupaten Luwu Utara sebesar
0,094.
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f. Terhadap hasil regresi, dapat digambarkan bahwa variabel pemahaman
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan memiliki pengaruh yang
paling besar diantara variabel lain dalam memengaruhi kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara. Kemudian secara berturut-turut tingkatan variabel
yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berdasarkan besaran
pengaruh variabel adalah penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP,
dan terakhir adalah peran APIP.
4.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Pembahasan hasil pengujian hipotesis berdasarkan tujuan penelitian
dapat diuraikan berikut ini.
4.3.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi dari SDM Penyusun Laporan
Keuangan terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara
Pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel pemahaman akuntansi
dari SDM penyusun laporan keuangan terhadap variabel kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan uji T dan membandingkan hasilnya
dengan T tabel. Sesuai dengan Tabel 4.17, pengujian ini menghasilkan nilai T
hitung sebesar 2,552 dengan signifikansi 0,014. Nilai T tabel adalah sebesar
2,012 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian nilai T hitung lebih besar
daripada T tabel (2,552 > 2,012) dan nilai signifikansi variabel lebih kecil
daripada signifikansi uji (0,014 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel kualitas LKPD kabupaten Luwu Utara.
Terhadap hasil penelitian tersebut maka pernyataan hipotesis 1 diterima.
Hasil ini sejalan dengan Stewardship theory yang memandang bahwa
pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, sebagai “stewards /
penatalayanan”, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana
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bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards
akan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna
informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung
melalui wakil-wakilnya. Dalam menyajikan laporan keuangan, diperlukan
pemahaman dan pengetahuan terkait akuntansi. Oleh karena itu, berdasar teori
stewardship ini, manajemen (dalam hal ini pemerintah daerah) akan
meningkatkan kemampuan dan pemahaman akuntansi bagi para operator
penyusun laporan keuangannya. Dari usaha ini diharapkan dapat dihasilkan
laporan keuangan yang semakin berkualitas.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan DJPB (2011:7) mengungkapkan
bahwa “diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas demi
pencapain tujuan yang optimal.” Demi meningkatkan kualitas laporan
keuangannya, maka pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Utara memerlukan SDM yang paham terkait akuntansi. Hal ini
berarti tanpa adanya pengembangan kapasitas SDM maka tujuan reformasi
pengelolaan keuangan negara yang salah satunya dinilai dari kualitas laporan
keuangannya, tidak akan tercapai.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yuliani (2010) yang
menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan. Penelitian Nurillah dan Muid (2014) juga menyatakan bahwa
kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan daerah. Ghifari (2016) juga menyatakan bahwa pemahaman akuntansi
dari SDM penyusun laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pencapaian opini dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan
Kementerian Keuangan. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman
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akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan adalah hal yang sangat penting
dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Pentingnya pemahaman akuntansi bagi SDM penyusun laporan
keuangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah kabupaten Luwu
Utara. Hal ini mengingat berdasarkan data hasil jawaban responden terdapat
86,5% SDM penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan non-
akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara yang dapat menjadikan SDM
penyusun laporan keuangan baik dari latar belakang pendidikan akuntansi
maupun non akuntansi paham akan SAP.
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat menyusun kegiatan
yang bisa memberikan pemahaman akuntansi yang memadai kepada SDM
penyusun laporan keuangan. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan opini
WTP dan menjaga kualitas LKPDnya. Selama ini Pemerintah Kabupaten Luwu
Utara telah melaksanakan diklat terkait penatausahaan keuangan untuk seluruh
operator penyusun laporan keuangan serta Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) SKPD dan SKPKD. Namun demikian, daya tampung diklat tersebut tidak
dapat mencakup seluruh SDM penyusun laporan keuangan dan adanya
perputaran atau rotasi pegawai demi kebutuhan organisasi seringkali menjadi
alasan ketidakpahaman atas akuntansi bagi pegawai baru yang ditempatkan
sebagai operator penyusun laporan keuangan. Untuk menyiasati hal tersebut,
Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara dapat melakukan beberapa cara agar
SDM penyusun laporan keuangan mudah memahami akuntansi. Diantara cara
tersebut adalah membuat buku panduan atau website khusus mengenai SAP
dan penyusunan LKPD, membentuk help desk penyusunan laporan keungan
baik secara online maupun offline, pendampingan penyusunan laporan
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keuangan, dan melakukan kerjasama diklat dengan BPKP selaku pembina APIP
serta dengan pihak akademisi yang berkompeten.
4.3.2 Pengaruh Penggunaan SIMDA terhadap Kualitas LKPD Kabupaten
Luwu Utara
Pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel penggunaan SIMDA
terhadap variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan uji T
dan membandingkan hasilnya dengan T tabel. Sesuai dengan Tabel 4.17,
pengujian ini menghasilkan nilai T hitung sebesar 2.073 dengan signifikansi
0,044. Nilai T tabel adalah sebesar 2,012 dengan signifikansi 0,05. Dengan
demikian nilai T hitung lebih besar daripada T tabel (2,073 > 2,012) dan nilai
signifikansi variabel lebih kecil daripada signifikansi uji (0,044 < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa variabel penggunaan SIMDA berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. Terhadap
hasil penelitian tersebut maka pernyataan hipotesis 2 diterima.
Teori stewardship menggunakan pendekatan governace atas dasar
psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji
situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak
sesuai dengan keinginan principal dan organisasi. Dalam memberikan
pelayanannya, bukan hanya untuk mencapai kepentingan ekonomi tetapi juga
pertimbangan sosiologis maupun psikologis masyarakat guna mencapai good
governance. Salah satu cara mencapai terwujudnya good governance, usaha
yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
Dan salah satu sistem informasi yang digunakan di lingkup pemeintah daerah
adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yuliani (2010) yang
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
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berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Nurillah dan Muid
(2014) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menandakan
bahwa penggunaan sistem informasi aplikasi laporan keuangan sangat penting
dalam rangka pencapaian opini WTP dan meningkatkan kualitas laporan
keuangan. Ghifari (2016) menyatakan bahwa variabel penggunaan sistem
informasi aplikasi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
variabel opini dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan SIMDA berpengaruh
positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. Namun, dalam
penggunaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi,
yaitu untuk beberapa SKPD seperti pada kantor-kantor kecamatan maupun
kelurahan, belum terkoneksi secara langsung dengan server SIMDA yang ada
pada DPPKAD selaku SKPKD. Hal ini berpengaruh pada tingkat ke-up to date an
data dan laporan yang dihasilkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas
LKPDnya, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat
mengintegrasikan SIMDA pada seluruh jaringan di SKPD yang ada pada
Kabupaten Luwu Utara.
4.3.3 Pengaruh Pengimplementasian SPIP terhadap Kualitas LKPD
Kabupaten Luwu Utara
Pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel pengimplementasian
SPIP terhadap variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan
uji T dan membandingkan hasilnya dengan T tabel. Sesuai dengan Tabel 4.17,
pengujian ini menghasilkan nilai T hitung sebesar 2,017 dengan signifikansi
0,049. Nilai T tabel adalah sebesar 2,012 dengan signifikansi 0,05. Dengan
demikian nilai T hitung lebih besar daripada T tabel (2,017 > 2,012) dan nilai
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signifikansi variabel lebih kecil daripada signifikansi uji (0,049 < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa pengimplementasian SPIP berpengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. Terhadap
hasil penelitian tersebut maka pernyataan hipotesis 3 diterima.
Teori stewardship menyatakan manajemen, dalam hal ini pemerintah
daerah, sebagai steward dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan
mengefektifkan pengendalian intern untuk kepentingan organisasi. Hal tersebut
sesuai dengan pemahamanan awal bahwa tujuan pengendalian intern sejalan
dengan tujuan organisasi. Salah satunya adalah efisiensi dan efektivitas kegiatan
organisasi. Semakin tinggi kemampuan manajemen (pemerintah daerah beserta
APIP) sebagai steward menjalankan fungsinya akan semakin meningkatkan
efektivitas pengendalian intern sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et al. (2005:227)
salah satunya adalah “untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.”
Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan
baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yusniyar et
al. (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern baik
secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh
Mahaputra dan Putra (2014) yang menunjukkan bahwa variabel sistem
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi
akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Penelitian Nurillah dan Muid
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(2014) juga menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
Pengimplementasian SPIP memang bukan hal yang ringan dan tanpa
hambatan. Bagi sebagian orang, SPIP sama dengan menambah berkas atau
dokumen. Mulai dari setiap proses harus didokumentasikan dengan wujud
Standard Operating Procedure (SOP) ditambah setiap kegiatan harus dilengkapi
dengan catatan dan dokumen yang memadai. Terlebih harus ada pemisahan
yang jelas antara yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan
yang tidak, dan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut juga harus
dibedakan dengan jelas. Terlebih penegakan kedisiplinan yang tidak boleh
pandang bulu, semakin menurunkan niat manajemen dalam
mengimplementasikan SPIP. Namun mengingat manfaat yang akan dirasakan,
dalam hal ini oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan
mengimplementasikan SPIP yang berpengaruh terhadap kualitas LKPDnya,
maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengimplementasikan SPIP secara
penuh.
4.3.4 Pengaruh Peran APIP terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Luwu
Utara
Pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel peran APIP terhadap
variabel kualitas LKPD kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan uji T dan
membandingkan hasilnya dengan T tabel. Sesuai dengan Tabel 4.17, pengujian
ini menghasilkan nilai T hitung sebesar 0,980 dengan signifikansi 0,332. Nilai T
tabel adalah sebesar 2,012 dengan signifikansi 0,05. Dengan demikian nilai T
hitung lebih kecil daripada T tabel (0,980 < 2,012) dan nilai signifikansi variabel
lebih besar daripada signifikansi uji (0,332 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
variabel pengaruh APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas
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LKPD Kabupaten Luwu Utara. Terhadap hasil penelitian tersebut maka
pernyataan hipotesis 4 ditolak.
Model of man pada stewardship theory didasarkan pada steward
(pelayan) yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerja sama
dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani. Kepentingan antara
steward dan principal tidak sama, tetapi steward tetap akan menjunjung tinggi
nilai kebersamaan. Steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih
besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional
yang dapat diterima. Hal ini berarti bahwa manajemen dan juga auditor internal
pemerintah (APIP) bekerja bersama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa peran APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan
kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara namun nilainya tidak signifikan.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Yuliani (2010) yang
menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan. Namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prasetyo (2012)
dalam Ghifari (2016) yang menyatakan bahwa dampak reviu inspektorat dalam
meningkatkan akuntabilitas LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2010 dan
TA 2011 namun belum dapat meningkatkan opini BPK-RI. Hasil penelitian ini
juga sesuai dengan penelitian Ghifari (2016) yang menunjukkan bahwa peran
auditor intern belum berpengaruh signifikan dalam pencapaian opini WTP dan
peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kemenkeu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum signifikannya peran APIP
dalam kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara perlu menjadi perhatian Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Utara. Tanggapan dari responden terkait belum
optimalnya peran pendampingan APIP diantaranya karena belum semua SKPD
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pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara merasakan secara langsung
pendampingan penyusunan laporan keuangan dan reviu oleh APIP. Hal ini juga
menyebabkan banyak SKPD tidak mengetahui manfaat dari kegiatan
pendampingan dan reviu oleh APIP. Oleh karena itu, diperlukan adanya
peningkatan peran APIP dalam kegiatan reviu dan pendampingan penyusunan
laporan keuangan. Cakupan SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang
didampingi oleh APIP juga perlu dipetakan secara prioritas, agar manfaat
kegiatan tersebut lebih terasa. Selain itu, agar peran APIP lebih optimal
hendaknya para auditor, khususnya Inspektorat Kabupaten Luwu Utara
meningkatkan kapasitas kompetensinya dengan mengikuti diklat atau sertifikasi
auditor.
4.3.5 Pengaruh Pemahaman Akuntansi dari SDM Penyusun Laporan
Keuangan, Penggunaan SIMDA, Pengimplementasian SPIP dan Peran
APIP secara Simultan Terhadap Kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara
Pengujian untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel-variabel
pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan
SIMDA, pengimplementasian SPIP, dan peran APIP terhadap variabel kualitas
LKPD kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan uji F. Sesuai dengan Tabel 4.19,
pengujian ini menghasilkan nilai F hitung sebesar 11,850 dengan signifikansi
0,000. Nilai F tabel adalah sebesar 2,57 dengan signifikansi 0,05. Dengan
demikian nilai F hitung lebih besar daripada F tabel (11,850 > 2,57) dan nilai
signifikansi variabel lebih kecil daripada signifikansi uji (0,000 < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis 5 yang menyatakan variabel pemahaman
akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, penggunaan SIMDA,
pengimplementasian SPIP, dan peran APIP secara simultan berpengaruh positif
terhadap variabel kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara diterima.
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Hasil penelitian ini berarti bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, dapat
dilakukan diantaranya dengan melakukan secara bersama-sama kegiatan
peningkatan pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan,
penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP dan meningkatkan peran APIP.
Hal ini juga membuktikan bahwa variabel yang tidak berpengaruh signifikan
apabila dilakukan secara individu yaitu peran APIP, dapat memengaruhi kualitas






Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan berpengaruh 
positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara. Hasil ini sesuai 
dengan teori stewardship yang menunjukkan bahwa pemerintah (steward) 
akan menyajikan informasi keuangan yang akuntabel dan bermanfaat bagi 
organisasi. 
2. Penggunaan SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten 
Luwu Utara. Hasil ini sesuai dengan teori stewardship yang menyebutkan 
bahwa pemerintah dapat bertindak sesuai keinginan principal yang 
membutuhkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. 
3. Pengimplementasian SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD 
Kabupaten Luwu Utara. Hasil ini sesuai dengan teori stewardship yang 
menyatakan bahwa pemerintah (manajemen) dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya akan mengefektifkan pengendalian intern untuk kepentingan 
organisasi. 
4. Peran APIP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten 
Luwu Utara sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. 
5. Variabel pemahaman akuntansi dari SDM penyusun laporan keuangan, 
penggunaan SIMDA, pengimplementasian SPIP dan peran APIP secara 
simultan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Luwu Utara.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Kesimpulan penelitian ini sebagaimana telah diuraikan diatas dibangun 
dengan berbagai keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian 
dimaksud adalah sebagai berikut. 
1. Hasil penelitian dibangun berdasarkan persepsi responden sehingga bisa 
saja menimbulkan bias subjektifitas yaitu responden cenderung terlalu 
toleran pada dirinya sendiri. 
2. Terbatasnya populasi penelitan sehingga hasil penelitian ini belum mampu 
mewakili populasi se-Indonesia. 
5.3 Saran 
Saran penelitian ini berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian 
diatas adalah sebagai berikut. 
1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 
a. Agar lebih meningkatkan pemahaman akuntansi kepada SDM penyusun 
laporan keuangan, penggunaan SIMDA semaksimal mungkin serta 
pengimplementasian SPIP secara menyeluruh. 
b. Diperlukan adanya peningkatan peran APIP dalam kegiatan reviu dan 
pendampingan penyusunan laporan keuangan. Cakupan satuan kerja 
pemerintah daerah yang didampingi oleh APIP juga perlu dipetakan secara 
proporsional agar manfaat kegiatan tersebut lebih terasa. 
2. Para Peneliti 
Kami menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar menggunakan 
persepsi dari sudut pandang berbeda dari penelitian ini serta memerluas 
populasi penelitian agar kesimpulan penelitian bisa mewakili populasi 
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1. Operator laporan keuangan perlu memahami alur penyusunan
laporan keuangan
2. Operator laporan keuangan perlu memahami komponen laporan
keuangan.
b. Pemahaman terhadap
kelompok Akun dalam masing-
masing komponen LKPD






4. Dengan memahami prinsip-prinsip Akuntansi, maka operator dapat
lebih mudah menyusun  laporan keuangan.
5. Dengan memahami komponen laporan keuangan, maka laporan





6. Penyusunan LKPD Kab. Luwu Utara telah menggunakan sistem
informasi atau software laporan  keuangan (SIMDA)
7. SIMDA yang ada, membantu penyusunan laporan keuangan
b. Tampilan User Friendly 8. SIMDA mudah dipahami penggunaannya oleh operator laporan
keuangan
c. Keamanan data aplikasi 9. SIMDA telah dilengkapi otorisasi hak akses untuk setiap user id
dalam rangka keamanan data (adanya password)
d. Kualitas hasil atau output
aplikasi





a. Ketersediaan SOP 11.Terdapat Standar Operating Procedur (SOP) untuk setiap proses
penyusunan laporan keuangan
12.Prosedur akuntansi telah dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh
staf keuangan baik pada tingkat SKPD maupun Pemda
b. Dokumen  dan pencatatan
yang memadai
13.Sudah tersedia dokumen dan pencatatan yang memadai terkait
penyusunan laporan keuangan
c. Pemisahan wewenang 14.Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab terkait penyusunan
laporan keuangan telah dilaksanakan secara tepat
d. Tindakan disiplin atas
pelanggaran
15.Setiap pelanggaran terkait penyusunan laporan keuangan telah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
(X4) Peran APIP a. Peran Reviu APIP 16.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemda Kab.
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Luwu Utara telah mereviu LKPD Kab. Luwu Utara.
b. Manfaat Reviu APIP 17.Hasil reviu APIP memberi manfaat bagi LKPD Kab. Luwu Utara
18.Hasil reviu APIP memberi nilai tambah bagi LKPD Kab. Luwu Utara
c. Peran Pendampingan APIP 19.APIP Pemda Kab. Luwu Utara telah mendampingi penyusunan
LKPD Kab. Luwu Utara
d. Manfaat Pendampingan APIP 20.Pendampingan oleh APIP memberi manfaat bagi operator laporan
keuangan dalam menyusun LKPD Kab. Luwu Utara
21.Peran APIP Pemda Kab. Luwu Utara telah ditingkatkan untuk
menjaga kualitas LKPD Kab. Luwu Utara
(Y) Kualitas LKPD
a. Tingkat Relevansi 22.LKPD Kab. Luwu Utara telah disajikan dengan lengkap
b. Tingkat Keandalan 23. Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara disajikan secara jujur
24. Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara disajikan secara dapat
diverifikasi
c. Tingkat Keterbandingan 25.LKPD Kab. Luwu Utara dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya
d. Tingkat Keterpahaman 26. Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara mudah dipahami oleh
pengguna
e. Kesesuaian SAP 27.LKPD Kab. Luwu Utara telah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
28.LKPD Kab. Luwu Utara mendapat Opini WTP dari BPK-RI




FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Utara)
Yth. Bapak/Ibu Operator Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Utara
Dengan hormat,
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi, kami mahasiswa S1
Universitas Hasanuddin ingin meminta bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengisi
kuesioner  penelitian  dengan  judul  “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Laporan Keuangan
Kabupaten Luwu Utara).” Kami  berharap kuesioner dapat diisi dengan jujur dan
benar. Data pribadi dan jawaban responden kami jaga kerahasiaannya sesuai
dengan kode etik penelitian.







Pegawai pada SKPD : .......................................................................
Jenis Kelamin       : Laki-laki Perempuan
Usia          :
20-30 Tahun 31 – 40 Tahun > 40 Tahun
Latar Belakang Pendidikan  :          Akuntansi Non Akuntansi
DAFTAR PERTANYAAN
Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (V) atau silang (X) pada salah satu
jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.
Keterangan :
SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju N : Netral
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
No Pernyataan JawabanSS S N TS STS
Pemahaman Akuntansi dari SDM Penyusun Laporan Keuangan (X1)
a. Pemahaman terhadap komponen LKPD
1
Operator laporan keuangan perlu memahami alur
penyusunan laporan keuangan.
(Alur penyusunan laporan keuangan dimulai
diterimanya SPJ atas penerimaan /pengeluaran,
SP2D, pembuatan jurnal, posting ke buku besar,
penyusunan neraca saldo SKPD dan Pemda,
Laporan keuangan SKPD dan Pemda)
2
Operator laporan keuangan perlu memahami
komponen laporan keuangan.
(Komponen laporan keuangan pemerintah daerha
terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan)
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No Pernyataan JawabanSS S N TS STS
b. Pemahaman terhadap kelompok akun dalam masing - masing komponen
LKPD
3
Operator laporan keuangan perlu memahami
kelompok akun pada komponen laporan
keuangan.
(misal: kelompok akun aset tetap maka neraca,
akun belanja maka LRA)
c. Pemahaman prinsip pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam
suatu akun
4
Dengan memahami prinsip-prinsip Akuntansi,
maka operator dapat lebih mudah menyusun
laporan keuangan.
5
Dengan memahami komponen laporan keuangan,
maka laporan keuangan yang dihasilkan akan
lebih infomatif
Penggunaan SIMDA (X2)
a. Kemudahan pengoperasian aplikasi
6
Penyusunan LKPD Kab. Luwu Utara telah
menggunakan sistem informasi atau software
laporan  keuangan (SIMDA)
7 SIMDA yang ada, membantu penyusunan laporankeuangan
b. Tampilan user friendly
8 SIMDA mudah dipahami penggunaannya olehoperator laporan keuangan
c. Keamanan data aplikasi
9
SIMDA telah dilengkapi otorisasi hak akses untuk
setiap user id dalam rangka keamanan data
(adanya password)
d. Kualitas hasil atau output aplikasi




Terdapat Standar Operating Procedur (SOP)
untuk setiap proses penyusunan laporan
keuangan
(SOP dimulai dari penyusunan anggaran sampai
penyusunan SPJ, SP2D dan proses penyusunan
laporan keuangan)
12
Prosedur akuntansi telah dilaksanakan dengan
sepenuhnya oleh staf keuangan baik pada tingkat
SKPD maupun Pemda
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No Pernyataan JawabanSS S N TS STS
b. Dokumen dan pencatatan yang memadai
13
Sudah tersedia dokumen dan pencatatan yang
memadai terkait penyusunan laporan keuangan
(misalnya bukti atas setiap SPJ)
c. Pemisahan wewenang
14
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
terkait penyusunan laporan keuangan telah
dilaksanakan secara tepat
(misalnya bidang aset menangani pencatatan dan
penatausahaan aset mulai dari pencatatan,
penggunaan hingga pengahapusan aset)
d. Tindakan disiplin atas pelanggaran
15
Setiap pelanggaran terkait penyusunan laporan
keuangan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan
yang berlaku
(misalnya pegawai atau operator penyusun
laporan keuangan yang melakukan kecurangan
akan langsung ditindak)
Peran APIP (X4)
a. Peran reviu APIP
16
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
pada Pemda Kab. Luwu Utara telah mereviu
LKPD Kab. Luwu Utara.
(APIP terdiri dari BPKP dan Inspektorat
Kabupaten Luwu Utara)
b. Manfaat reviu APIP
17
Hasil reviu APIP memberi manfaat bagi LKPD
Kab. Luwu Utara
(manfaat bagi LKPD diantaranya LKPD disajikan
tepat waktu)
18
Hasil reviu APIP memberi nilai tambah bagi LKPD
Kab. Luwu Utara
(nilai tambah LKPD diantaranya informasi yang
disajikan pada LKPD lebih lengkap dan berguna
bagi pengguna LKPD)
c. Peran pendampingan APIP
19 APIP Pemda Kab. Luwu Utara telah mendampingipenyusunan LKPD Kab. Luwu Utara
d. Manfaat pendampingan APIP
20
Pendampingan oleh APIP memberi manfaat bagi
operator laporan keuangan dalam menyusun
LKPD Kab. Luwu Utara
(manfaat yang didapat oleh operator laporan
keuangan diantaranya bertambahnya
pemahaman atas laporan keuangan)
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21
Peran APIP Pemda Kab. Luwu Utara telah
ditingkatkan untuk menjaga kualitas LKPD Kab.
Luwu Utara
(peningkatannya diantaranya dengan penyertaan




LKPD Kab. Luwu Utara telah disajikan secara
relevan
(relevan maksudnya memiliki manfaat umpan
balik, menyediakan data untuk prediksi dimasa




Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara disajikan
secara jujur
(tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dan
bersifat netral)
24
Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara disajikan
secara dapat diverifikasi
(setiap angka yang disajikan dalam laporan
keuangan didukung dengan bukti-bukti yang valid
dan sah)
c. Tingkat keterbandingan
25 LKPD Kab. Luwu Utara dapat dibandingkandengan laporan keuangan periode sebelumnya
d. Tingkat keterpahaman
26
Informasi pada LKPD Kab. Luwu Utara mudah
dipahami oleh pengguna
(tidak menggunakan istilah/bahasa yang berbelit-
belit misalnya)
e. Kesesuaian SAP
27 LKPD Kab. Luwu Utara telah sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
28 LKPD Kab. Luwu Utara mendapat Opini WTP dariBPK-RI
f. Kecukupan pengungkapan
29
LKPD Kab. Luwu Utara telah mengungkapkan
informasi keuangan secara memadai
(informasi keuangan yang disajikan merupakan
informasi yang dibutuhkan stakeholder)
Saran Terkait Peningkatan Kualitas LKPD :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Sekretariat Daerah Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4.6 4.6 3.8 4.17 4.13
2 Dinas Pekerjaan Umum Laki-laki 31-40 Akuntansi 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4.4 4.6 3.6 4.00 4.50
3 Dinas Perhubungan Perempuan >40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4.6 4.8 3.83 4.63
4 Dinas Kesehatan Laki-laki >40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3.4 4.00 4.13
5 RSUD Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4.4 4 4 4.50 4.38
6 Dinas Pendidikan Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4.4 4.4 4.4 4.33 4.75
7 Dinas Sosial Perempuan 31-40 Akuntansi 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4.4 4.4 4.50 4.38
8 BPMPDK Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4.6 4.4 4.6 4.00 4.50
9 BPBD Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.4 4.4 4 4.00 4.13
10 Dukcapil Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4.2 3.33 4.00
11 Dinas Pertanian Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4.6 4 4 4.00 4.38
12 Dinas Kehutanan Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4.4 4.17 4.75
13 Dinas Kelautan Perempuan >40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4.4 4 3.50 4.13
14 Badan Ketahanan Pangan Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4.6 4.6 4.2 4.00 4.63
15 Dinas Koperindag Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.6 3.17 4.00
16 Dinas Pertambangan dan Energi Laki-laki 31-49 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4.8 4 4.00 4.13
17 DPPKAD Laki-laki >40 Non-Akuntansi 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4.4 4.6 4.4 4.33 4.13
18 Badan Pelayanan Perizinan TerpaduLaki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.6 4.6 4 4.00 4.00
19 Inspektorat Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3.6 4.00 4.25
20 BAPPEDA Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.8 4.00 4.00
21 Kantor Lingkungan Hidup Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.2 4 3.4 3.67 4.00
22 Badan Kesbang Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4.8 4.6 4 4.17 4.25
23 Satpol PP Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.8 4.00 4.00
24 BKDD Laki-laki 31-40 Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4 4 4.00 4.00
25 Kantor Perpustakaan dan Arsip Perempuan >40 Non-Akuntansi 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4.8 4.6 4.2 4.17 4.63
26 Kecamatan Baebunta Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4.8 4 3.6 3.50 4.13
27 Kecamatan Masamba Perempuan >40 Non-Akuntansi 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.4 4 3.8 3.67 4.00
28 Kecamatan Rongkong Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4.6 4 3.6 3.50 4.13
29 Kecamatan Seko Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4.6 4 3.8 3.50 4.13
30 Kecamatan Rampi Laki-laki 20-30 Non-Akuntansi 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4.2 4 3.6 3.50 4.13
31 Kecamatan Malangke Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4.4 5 4.4 4.50 4.38
32 Kecamatan Malangke Barat Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.6 4.2 4.6 4.17 4.38
33 Kelurahan Marobo Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.6 4.2 4.6 4.17 4.38
34 Kecamatan Mappedeceng Perempuan >40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4.6 4 3.6 3.50 4.13
35 Kecamatan Suka Maju Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4.6 4.2 4.00 4.00
36 Kecamatan Tana Lili Laki-laki 31-40 Akuntansi 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4.8 4.8 4.6 4.50 4.38
37 Kecamatan Bone-bone Laki-laki 31-40 Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.6 4 4 4.00 4.00
38 Kelurahan Salassa Perempuan >40 Akuntansi 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.6 4.6 4.2 4.33 4.13
39 Kelurahan Kappuna Laki-laki >40 Non-Akuntansi 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4.4 4.4 4.4 4.33 4.63
40 Kelurahan Bone Tua Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.8 4 4.00 4.00
41 Kelurahan Baliase Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4.8 4.83 4.75
42 Kelurahan Bone-bone Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4.2 4.2 3.17 4.13
43 Badan KB Perempuan 31-40 Non-Akuntansi 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4.2 4.8 4 4.00 4.13
44 Sekretariat DPRD Laki-laki 20-30 Non-Akuntansi 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4.4 4.8 4.4 4.33 4.75
45 Kantor Latihan Kerja Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.6 5.00 4.88
46 Kecamatan Sabbang Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4.6 4.2 4.6 4.17 4.38
47 Dinas Pemuda Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.6 4 3.2 3.50 4.00
48 DPPKAD Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3.6 3.17 4.88
49 DPPKAD Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3.4 3.67 4.13
50 DPPKAD Laki-laki >40 Non-Akuntansi 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.6 4.8 4.6 4.83 5.00
51 DPPKAD Laki-laki 31-40 Akuntansi 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3.8 3.67 4.38
52 Kelurahan Bone Laki-laki 31-40 Non-Akuntansi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 4.00
Rata-Rata 4.67 4.65 4.54 4.44 4.37 4.48 4.44 4.33 4.42 4.29 4.13 3.90 4.15 4.27 3.81 4.12 4.02 4.02 3.79 4.00 3.98 4.25 4.27 4.23 4.15 4.15 4.35 4.27 4.63
Jumlah 243 242 236 231 227 233 231 225 230 223 215 203 216 222 198 214 209 209 197 208 207 221 222 220 216 216 226 222 241
Maksimal 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
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Pemahaman Akuntansi dari 
SDM Penyusun Laporan 
Keuangan
Penggunaan SIMDA Pengimplementasian SPIPKARAKTERISTIK RESPONDEN (PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN)
X1
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Lampiran Output Uji Validitas dan Reliabilitas





















1 .527** .318* .208 .018 .599**
Sig. (2-
tailed)
.000 .022 .139 .899 .000





.527** 1 .430** .160 .300* .704**
Sig. (2-
tailed)
.000 .001 .258 .031 .000





.318* .430** 1 .189 .356** .690**
Sig. (2-
tailed)
.022 .001 .180 .010 .000





.208 .160 .189 1 .772** .683**
Sig. (2-
tailed)
.139 .258 .180 .000 .000





.018 .300* .356** .772** 1 .721**
Sig. (2-
tailed)
.899 .031 .010 .000 .000







.599** .704** .690** .683** .721** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).































1 .461** .396** .345* .322* .685**
Sig. (2-
tailed)
.001 .004 .012 .020 .000





.461** 1 .535** .570** .288* .773**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .000 .039 .000





.396** .535** 1 .482** .552** .791**
Sig. (2-
tailed)
.004 .000 .000 .000 .000





.345* .570** .482** 1 .486** .776**
Sig. (2-
tailed)
.012 .000 .000 .000 .000





.322* .288* .552** .486** 1 .699**
Sig. (2-
tailed)
.020 .039 .000 .000 .000







.685** .773** .791** .776** .699** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




































.002 .005 .001 .004 .000











.002 .000 .003 .091 .000












.005 .000 .040 .548 .000











.001 .003 .040 .000 .000











.004 .091 .548 .000 .000












.000 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).






























1 .404** .404** .334* .215 .133 .528**
Sig. (2-tailed) .003 .003 .015 .126 .347 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
Peran APIP Pearson
Correlation
.404** 1 .818** .434** .296* .278* .676**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .001 .033 .046 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
Peran APIP Pearson
Correlation
.404** .818** 1 .504** .355** .417** .744**
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .010 .002 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
Peran APIP Pearson
Correlation
.334* .434** .504** 1 .681** .732** .856**
Sig. (2-tailed) .015 .001 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
Peran APIP Pearson
Correlation
.215 .296* .355** .681** 1 .765** .801**
Sig. (2-tailed) .126 .033 .010 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
Peran APIP Pearson
Correlation
.133 .278* .417** .732** .765** 1 .795**
Sig. (2-tailed) .347 .046 .002 .000 .000 .000





.528** .676** .744** .856** .801** .795** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





































1 .451** .527** .246 .246 .233 .451** .254 .649**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .079 .079 .096 .001 .070 .000





.451** 1 .491** .342* .582** .196 .414** .280* .705**
Sig. (2-
tailed)
.001 .000 .013 .000 .163 .002 .044 .000





.527** .491** 1 .399** .272 .273 .594** .416** .754**
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .003 .051 .050 .000 .002 .000





.246 .342* .399** 1 .261 .138 .342* .213 .532**
Sig. (2-
tailed)
.079 .013 .003 .061 .330 .013 .130 .000





.246 .582** .272 .261 1 .250 .342* .213 .579**
Sig. (2-
tailed)
.079 .000 .051 .061 .074 .013 .130 .000






.233 .196 .273 .138 .250 1 .561** .384** .599**
Sig. (2-
tailed)
.096 .163 .050 .330 .074 .000 .005 .000





.451** .414** .594** .342* .342* .561** 1 .461** .801**
Sig. (2-
tailed)
.001 .002 .000 .013 .013 .000 .001 .000





.254 .280* .416** .213 .213 .384** .461** 1 .634**
Sig. (2-
tailed)
.070 .044 .002 .130 .130 .005 .001 .000






.649** .705** .754** .532** .579** .599** .801** .634** 1
Sig. (2-
tailed)
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 52 52 52 52 52 52 52 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).








Items N of Items
.812 .812 8
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Lampiran Output Uji Regresi
A. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .709a .502 .460 .20946 1.858
a. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan
SIMDA, Pengimplementasian SPIP
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.136 .478 2.374 .022
Pemahaman Akuntansi dari
SDM
.236 .092 .279 2.552 .014 .885 1.130
Penggunaan SIMDA .205 .099 .261 2.073 .044 .668 1.497
Pengimplementasian SPIP .200 .099 .282 2.017 .049 .541 1.847
Peran APIP .094 .096 .137 .980 .332 .541 1.849
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD










B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.136 .478 2.374 .022
Pemahaman Akuntansi dari
SDM
.236 .092 .279 2.552 .014 .885 1.130
Penggunaan SIMDA .205 .099 .261 2.073 .044 .668 1.497
Pengimplementasian SPIP .200 .099 .282 2.017 .049 .541 1.847
Peran APIP .094 .096 .137 .980 .332 .541 1.849
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
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D. Hasil Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2.080 4 .520 11.850 .000b
Residual 2.062 47 .044
Total 4.142 51
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD
b. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan SIMDA,
Pengimplementasian SPIP
E. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .709a .502 .460 .20946
a. Predictors: (Constant), Peran APIP, Pemahaman Akuntansi dari SDM, Penggunaan
SIMDA, Pengimplementasian SPIP
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD
